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MOTTO

”

wsSesungguhnya Kami jadikan engkau sebagai khalifah dimuka
bumi; oleh karena itu tegakkanlah hukum yang benar diantara
manusia, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia
akan menyesatkan kamu dari jalan ALLAH.”
(Terjemahan Qs. Shaad : 26)l

' Departemen Agama RI. 1993. Al Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya : Surya Cipta Alsaia, hai.
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RINGKASAN

Penanganan Anak Nakal diperlakukan secara khusus, ini merupakan salah
satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap anak nakal mengingat ciri
dan sifat khas pada anak. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas Balai
Kemasyarakatan yang dalam sidang anak bertugas memberikan rekomendasi
kepada Hakim. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu membuat laporan
penelitian kemasyarakatan berupa penelitian sosial, penelitian kasus, penelitian
keadaan yang nantinya disidang anak digunakan sebagai bahan pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan putusan. Permasalahan tentang bagaimana kedudukan
laporan penelitian kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan putusan
oleh Hakim dan apakah Hakim dalam menjatuhkan  putusan no:
208/Pid.B.A/2005/PN Kdr telah sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahunl997.
Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui kedudukan laporan penelitian
kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim dan
mengetahui  pertimbangan Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  no:
208/Pid.B.A/2005/PN Kdr sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah. Pendekatan masalah berupa
yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder.
Analisis yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deduktif
yaitu penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pengetahuan yang bersifat
umum untuk menuju pokok permasalahan yang khusus.

Pembahasan menjelaskan bahwa  kedudukan laporan  penelitian
kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan oleh Hakim sangat penting
karena Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan
penelitian kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 59 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pada putusan nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN Kdr
Hakim telah menjatuhkan putusan pidana bersyarat dan denda. Hakim menjatuhkan
putusan  telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan
mencerminkan keadilan karena saran atau pertimbangan yang terdapat dalam

laporan penelitian kemasyarakatan hanya sebagai pertimbangan Hakim dalam
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menjatuhkan putusan sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa dengan adanya laporan penelitian
kemasyarakatan dari Pembimbing = Kemasyarakatan, maka Hakim dapat
memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Hakim terikat laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan
stetapi hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinannya sehingga
dapat menjatuhkan putusan tidak berdasarkan saran Pembimbing Kemasyarakatan.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu laporan penelitian kemasyarakatan
dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan putusan
oleh Hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting karena Hakim dalam
menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan
dan Hakim apabila dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan laporan
penelitian kemasyarakatan putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim dinyatakan
batal demi hukum. Pada putusan nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr Hakim telah
menjatuhkan putusan dengan pertimbangan aspek yuridis dan beberapa aspek yaitu
aspek kejiwaan, aspek lingkungan, aspek pendidikan, aspek agama, serta hasil
laporan penelitian kemasyarakatan, Hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana tercantum dalam
putusan  tersebut hakim telah mempertimbangkan laporan  penelitian
kemasyarakatan. Saran yang dapat diberikan yaitu bahwa dalam pembuatan laporan
penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan harus benar-benar teliti
dan memperhatikan keadaan anak dan keluarga, bahwa dalam menjatuhkan putusan
Hakim sebaiknya menghindari putusan yang berakibat penderitaan batin untuk
seumur hidup atau dendam karena putusan yang dijatuhkan Hakim bertujuan
perlindungan.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam
rangka mewujudkan generasi muda yang berkualitas dan mampu memimpin
bangsa menuju cita-cita sebagaimana yang telah terkandung dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus
demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan
sosial serta perlindungan dan segala kemungkinan yang akan membahayakan
mereka dan bangsa dimasa depan.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus
globalisasi di bidang komunikasi dan informasi yang semakin pesat tanpa adanya
pengawasan dan kontrol yang ketat, maka akan menimbulkan dampak bagi
kehidupan manusia yaitu adanya perilaku yang menyimpang dari norma-norma
yang berlaku. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat
menimbulkan permasalahan terutama di bidang hukum dan merugikan
masyarakat, selain itu yang paling berbahaya bagi kehidupan bangsa yaitu
timbulnya dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak. Anak yang kurang atau
tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku
dan bertindak asosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Anak menjadi bertindak dan berperilaku menyimpang sebagai akibat
dampak perkembangan informasi, teknologi dan globalisasi seperti yang selama
ini banyak beredaran VCD porno yang dijual bebas dipasaran. Polisi sebagai
aparat penegak hukum kurang tanggap dan tidak meninidak dengan tegas para
penjual maupun pengedar VCD porno, sehingga anak dengan bebas dapat
membeli yang kemudian mereka mempraktekkannya kepada teman-temannya.
Anak tidak hanya sebagai korban dari dari perkembangan teknologi dan informasi
tetapi anak juga sebagai pelaku kejahatan. Terhadap anak yang melakukan
perbuatan yang melanggar hukum diproses sesuai dengan hukum mengingat ciri
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dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan anak. Perkara anak nakal
wajib disidangkan pada pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan
umum dan pelaksanaan persidangan dilaksanakan secra tertutup. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan tentang pemeriksaan
terhadap anak nakal mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
dipersidangan. Pada pemeriksaan terhadap anak nakal dilakukan oleh petugas
khusus yaitu petugas yang benar-benar mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan
memahami masalah anak, disamping itu adanya Pembimbing Kemasyarakatan
yang bertugas membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan
Hakim.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu membuat laporan penelitian
kemasyarakatan berupa penelitian sosial, penelitian kasus, penelitian keadaan
yang nantinya hasil laporan penelitian digunakan sebagai bahan pertimbangan
bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Dalam penyelesaian perkara anak
nakal Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan,
sebagaiman tercantum dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 dengan hasil laporan tersebut diharapkan Hakim dapat memperoleh
gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak
yang bersangkutan. Putusan yang dapat dijatuhkan Hakim berupa pidana atau
tindakan.

Pada hakekatnya Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas yang
sangat komplek, tidak mudah dan berbahaya karena dalam pembuatan laporan
penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan secara langsung terjun
kemasyarakat yaitu dengan mendatangi orang tua klien, RT, RW, Lurah, guru dan
melakukan wawancara dengan klien (Prof. Soedarto, S.H.Tim BPHN 1977:87)

Putusan yang dijatuhkan Hakim baik pidana atau tindakan akan
mempunyai pengaruh bagi kehidupan anak selanjutnya, oleh sebab itu Hakim
harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu
dasar yang kuat untuk mengembalikan anak menjadi anak yang baik dan mampu
bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.
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Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas dari lembaga Balai
Pemasyarakatan yang membantu Hakim dalam perkara pidana anak. Anak mulai
menjadi penghambat kehidupan keluarga, menjadi pelanggar hukum, ditindak
polisi sampai ditahannya anak tersebut kadang-kadang kurang diperhatikan
hukum yang ada, sehingga seolah-olah ada gejala perampasan kemerdekaan
terhadap seorang warga. Untuk itu keadaan anak menjadi satu laporan oleh
Pembimbing Kemasyarakatan yang nantinya digunakan bahan bagi Hakim dalam
menentukan putusan.

Pada dasarnya Pembimbing Pemasyarakatan mempunyai peranan yang
sangat penting dalam sidang anak. Bentuk usaha yang dilakukan
Pembimbing Kemasyarakat yaitu memberikan laporan penelitian
kemasyarakatan yang nantinya dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap anak nakal. Dalam laporan penelitian
tercantum segala keadaan si anak mulai dari riwayat si anak sejak kecil,
pergaulan di sekolah maupun di rumah, keadaan rumah tangga si anak,
hubungan ibu dan bapak si anak, dan hubungan anak dengan saudara-
saudaranya. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan bukan pembela, tetapi
memberikan laporan sewajamya mengenai Anak Nakal. Kekhilafan-
kekhilafan apa yang telah dijalankan dan apa sebab-sebabnya ,apa latar
belakangnya, yang akan menjadi bahan bagi tuntutan Jaksa dan putusan
pengadilan, yang bukan merupakan balas dendam atau menghukum saja,
tetapi dengan tujuan akan melindungi, mendidik kembali, membantu
memperbaiki  kehidupan selanjutnya supaya menjadi warga yang
bertanggung jawab dan ikut serta membangun baik pribadinya,
masyarakat,dan Negara ( Ny. H.S. Soetarman, 1978:65).

Pada putusan Nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr mengenai tindak pidana
pencabulan Hakim menyatakan tindakan yang dilakukan terdakwa melanggar
pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo
pasa 64 KUHP. Berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari
Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan kepada Hakim supaya terhadap
terdakwa dijatuhi tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua atau alternatif
lainnya yaitu menyerahkan kepada Departemen Sosial. Atas pertimbangan yang
diberikan Pembimbing Kemasyarakatan Hakim memberikan pertimbangan lain
hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana
pencabulan yang dilakukan berulang kali dan dilakukan terhadap anak, sehingga

Hakim menjatuhkan pidana bersyarat selama 8 (delapan) bulaii terhadap
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terdakwa. Atas putusan Hakim mumpunyai pertimbangan sendiri dan laporan
penelitian dari Pembimbing Kemasyarakat hanya sebagai pertimbangan dan
Hakim tidak terikat saran atau pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan
keyakinannya sendiri.

Berdasarkan permasalahan yuridisnya menarik penulis menyusun skipsi
dengan judul KEDUDUKAN LAPORAN PENELITIAN
KEMASYARAKATAN DALAM SIDANG ANAK TERHADAP
PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM (Putusan Nomor
:208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr)

1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:
1. Bagaimana kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dalam sidang
anak terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan (putusan nomor
208/Pid.B.A/2005/PN .Kdr) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 19977

1.3 Tujuan Penulisan
I. Untuk mengetahui kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dalam
sidang anak
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan
(nomor 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr) menurut Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997

1.4 Metode Penelitian

Suatu karya ilmiah mutlak memerlukan suatu metode penelitian yang
digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar, sehingga dapat dipertanggung

jawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan penelitian yang mendekati


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

kesempurnaan dengan kebenaran yang optimal. Adapun metode yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah:
1.4.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skipsi ini adalah
pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana
hukum yang berhubungan dengan permasalahan (R.H. Soemitro, 1990:19)
1.4.2 Sumber Bahan Hukum
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka sumber bahan meliputi:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum
mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan
hukum primer yaitu berupa literatur dan data-data yang mendukung bahan hukum
primer.
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
a. Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan cara mempelajari dan manganalisa bahan-bahan hukum
tertulis seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana
dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan skripsi ini (R.H.Soemitro,
1990:98).
b. Wawancara dan konsultasi
Dalam penyusunan skipsi ini penulis melakukan wawancara secara langsung
dengan Ibu Indria Miryani, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota
Kediri.
1.44 Analisis Bahan Hukum
Metode analisis yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah
analisis secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan mengambil dari
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pengetahuan yang bersifat umum untuk menuju pokok permasalahan yang khusus
(R.H. Soemitro, 1990:98)

By,
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta Putusan Nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr Perkara Tindak Pidana
Pencabulan.
Terjadi tindak pidana pencabulan diwilayah kota Kediri pada bulan
februari 2005 dengan pelaku sebagai berikut:

Nama . Prasetyo Rushadi bin Suharto

Tempat tanggal lahir : Kediri, 26 juli 1994

Umur : 11 tahun/tanggal 24 juli 1994

Jenis kelamin . Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Rinjani no. 19 Kelurahan Campurejo, Kecamatan
Mojoroto, Kota Kediri

Kebangsaan . Indonesia

Pekerjaan . Pelajar

Bahwa pelaku Prasetyo Rushadi melakukan perbuatan pencabulan
terhadap korban Cindy Adi Melindasari yang usianya baru 5 tahun. Perbuataan
tersebut dilakukan dirumah Putri teman mainnya yang masih tetangga pelaku
yaitu dijalan rinjani Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto.

Pada bulan februari 2005 pelaku Prasetyo bersama dengan teman-
temannya yaitu Putri 6 tahun,Cindy 5 tahun, dan Akib 8 tahun yang merupakan
kakak putri, mereka bermain bersama dirumah putri yang schari-harinya
digunakan untuk bermain, karena rumah putri setiap paginya dalam keadaan sepi
ayah, ibunya dan saudara lainnya bekerja. Pada waktu bermain bersama Putri
mengambil sebuah majalah porno milik kakaknya yang disimpan dikamar untuk
dilihat bersama (Putri, Cindy, Akib), kemudian akib menirukan adegan tersebut
bersama adiknya sendiri yaitu Putri yang saat itu sedang bermain boneka diatas
tempat tidur bersama Cindy. Prasetyo yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh
Akib dan Putri mendatangi Cindy yang sedang tidur-tiduran dikamar dan
langsung saja membuka celana dalam Cindy dan melakukan perbuatan seperti
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yang telah dilakukan oeh akib dan Putri. Prasetyo melakukan perbuatan tersebut
tanpa melakukan ancaman terhadap Cindy.

Perbuatan cabul itu dilakukan oleh pelaku sebanyak 4 (empat) kali pada
korban yang sama yaitu Cindy. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut

1. Pada hari yang tidak diingat Februari 2005 sekira jam 09.00 wib

2. Pada hari yang tidak diingat bulan Februan 2005 sekira jam 09.00 wib

3. Pada hari yang tidak diingat bulan Februari 2005 sekira pukul 09.00 wib

4. Pada hari senin tanggal 28 Februari 2005 sekira jam 09.00 wib
Perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang sama yaitu rumah Putri. Dalam
melakukan perbuatan tersebut untuk perbuatan pertama sampai ketiga kali itu
kemaluan pelaku tidak bisa masuk ke kemaluan Cindy, tetapi untuk yang
keempat kalinya itu kemaluan pelaku bisa masuk ke kemaluan Cindy.

Akibat perbuatan tersebut korban saat buang air merasa sakit, sehingga
korban melaporkan kepada ibunya. Setelah dilihat oleh ibunya ternyata kemaluan
korban membengkak, selanjutnya korban dibawa ke bidan untuk diperiksa. Bidan
menganjurkan untuk diperiksa ke Rumah Sakit. Ibu korban mengetahui bahwa
korban pernah disetubuhi dan berdasarkan laporan dari ibu pelaku bahwa anaknya
Prasetyo pemah melakukan perbuatan cabul, maka Ibu korban melaporkan
perbuatan tersebut ke POLRES Kediri untuk diproses.

Pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut disebabkan karena pelaku
melihat gambar porno pada saat bermain dirumah temannya dan gambar itu
diperagakan oleh Akib dan Putri, selain itu pelaku juga pemah memutar film
pomno bersama dengan teman-temannya dirumah neneknya yang selama ini ia
tinggal bersama. Gambar porno dan film porno tersebut diperoleh dari Akib
(kakak Putri). Akib mengambilnya dari kamar kakaknya yang tidak terkunci.

Dalam sidang pengadilan terbukti bahwa pelaku melakukan perbuatan
cabul dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Berdasakan
keterangan saksi dan hasil Visum Et Repertum bahwa korban Cindy pemah
disetubuhi oleh pelaku Prasetyo Rushadi.
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Berdasarkan hasil Visum Et Repertium dan keterangan saksi , maka oleh
Penuntut Umum pelaku diancam dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan tersebut melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal
26 (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Kedua : Melanggar pasal 287 (1) jo pasal 64 (1) KUHP jo pasal 26 (1)
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Dari  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan ~ Pembimbing
Kemasyarakatan menyatakan bahwa klien telah melakukan tindak pidana
pencabulan, untuk itu Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan supaya klien
dijatuhi tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua
asuh namun apabila alternatif tersebut tidak memungkinkan karena pertimbangan
lain klien dapat dijatuhi tindakan berupa menyerahkan kepada Departeman Sosial
atau Organisasi Sosial.

Hakim yang telah memeriksa dan mendengarkan keterangan dari saksi,

Penuntut Umum dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim
mengadili terdakwa Prasetyo Rushandi Bin Suharto menyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”dengan sengaja
melakukan perbuatan cabul secara berlanjut”. Dengan ini Hakim
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karenanya dengan
pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurunga selama : 1 (satu) bulan.
Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila
kemudian ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan
selama : 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan pidana
yang telah dihukum.
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2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan skipsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 64 ayat (1) KUHP

Jika beberapa perbuatan perhubungan, sechingga dengan demikian harus
dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu
ketentuan pidana saja yang  digunakan walaupun masing-masing
perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya
berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman
utamanya. (dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan nomor:
208/Pid.B.A/2005/PN Kdr)

Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus
dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing
menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis,
maka satu hukuman saja dijatuhkan.

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Pasal 8

a.
b.

Hakim memeriksa anak dalam sidang tetutup.

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang
terbuka.

Dalam sidang yang dilakukan secara tetutup hanya dapat dihadiri oleh
anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh,
penasehat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas ijin
majelis Hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat
sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari
nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (10) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 33
Petugas kemasyarakatan terdiri dari:

a.
b.

C.

Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman:
Pekerja Sosial dari departemen Sosial; dan

Pekerja sosial sukarela dari Organisasi Kemasyarakatan
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Pasal 55
Dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2,
Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang
tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak.
Pasal 56
(1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing
Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan
mengenal Anak yang bersangkutan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak:
b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 57
(1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup
untuk umum, terdakwa dipanggil untuk umum, terdakwa dipanggil
masuk beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat Hukum,
dan Pembimbing Kemasyarakatan.
(2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau
orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 59 ayat (1)
Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada
orangtua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal
yang bermanfaat bagi anak.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah).

4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tanggal 13 juni 1977,
No. DDP.2.1/1/3 tentang Tugas-tugas Balai BISPA
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Pasal 55
Dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2,
Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang
tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak.
Pasal 56
(1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing
Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan
mengenai Anak yang bersangkutan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 57
(1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup
untuk umum, terdakwa dipanggil untuk umum, terdakwa dipanggil
masuk beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat Hukum,
dan Pembimbing Kemasyarakatan.
(2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau
orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 59 ayat (1)
Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada
orangtua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal
yang bermanfaat bagi anak.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah).

4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tanggal 13 juni 1977,
No. DDP.2.1/1/3 tentang Tugas-tugas Balai BISPA
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S. Surat Edaran Kepala Direktorat BISPA, tanggal 28 Juni 1977, No.
DBTU/S/22/77, tentang Penjelasan Tugas-Tugas Balai BISPA Mengenai
Pembuatan Litmas Dalam Rangka Pemeriksaan Pada Pengadilan Anak.

6. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. 01PK.04.10 Tahun
1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Petugas Pembimbing
Kemasyarakatan.

2.3 Kerangka Teoritik
2.3.1 Pengertian Anak dan Anak Nakal

Pengertian anak banyak disebutkan oleh beberapa sarjana, namun tidak
disebutkan dengan jelas mengenai batas umur, selain itu terdapat perbedaan
mengenai batas umur anak dalam KHUPerdata dengan KUHPidana.

Menurut Kartini Kartono (1981:187) anak adalah keadaan manusia normal
yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil
jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Menurut Romli
Artasasmita (1983:25) anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan
belum dewasa serta belum kawin.

Pengertian anak atau orang yang belum dewasa dalam pasal 330
KUHPerdata yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum
kawin, selain itu dalam Undang-undang No.14 Tahun 1974 tentang Perkawinan
meskipun tidak menerangkan tentang pengertian anak tetapi terdapat batasan
mengenai orang yang diijinkan untuk menikah bagi pria mereka yang mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita mereka yang sudah mencapai 16
(enam belas) tahun (Pradnya Paramita:8)

Berdasarkan pasal 45 KUHP yang di maksud anak atau orang yang belum
dewasa yaitu mereka yang umumya dibawah 16 tahun dan belum kawin,
sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak
telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umurl8 (delapan
belas) tahun dan belum pernah kawin.
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Pengertian anak dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003
Tentang Perlindungan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak nakal berdasar pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 3 tahun 1997 adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan
perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Prof. Soedarto, S.H.( Tim BPHN 1977:83) yang dimaksud dengan
anak nakal ialah anak:

a. Yang melakukan tindak pidana,

b. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh,

¢. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa izin/pengetahuan orang
tua/wali/pengasuh,

d. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak

bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu,

Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak,

Yang sering mempergunakan kata-kata kotor,

g. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi
perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak itu.

o

2.3.2 Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa
Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai
pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.
Menurut  Prof. Soedarto, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas
pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan dari Departemen Kehakiman.
2.3.3 Tugas dan Wewenang Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal
34 disebutkan tugas-tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu :

a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim
dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak
dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan
putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan,
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pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan
kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat.
Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya baik sebelum sidang,
selama sidang, dan setelah putusan pengadilan.
Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen
tanggal 13 Juni 1997 No. DDP.2.1/1/3 mengenai tugas-tugas BISPA meliputi :
1. Menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan :

a. Untuk bahan pertimbangan Hakim dalam rangka pemeriksaan peradilan
pidana maupun perdata, penelitian berupa penelitian sosial, kasus,
keadaan, dan lain-lain. Sifatnya mencari latar belakang sikap klien.

b. Penelitian kemasyarakatan bagi narapidana dewasa maupun anak yang
sedang di bina di dalam Lembaga Pemasyarakatan, guna melengkapi
data dalam rangka pembinaan.

c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam
rangka proses asimilasi dan integrasi.

2. Menyelenggarakan persidangan dengan pihak lain :
a. Dengan Pengadilan dalam rangka penentuan putusan Hakim
b. Dengan DPP di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk :
- menormalisasi sikap pribadi narapidana
- menentukan dapat tidaknya seorang narapidana menjalani proses
asimilasi dan integrasi.
- Dapat tidaknya narapidana anak ditempatkan dalam pengasuhan
swasta.
3. Menyelenggarakan pembinaan narapidana luar lembaga :

a. Dasar pembinaan :

Pembinaan didasarkan kepada sikap dan kelakuan klien sesuai dengan
hasil penelitian kemasyarakatan sikap dan tingkah laku sesuai dengan
kenyataan.

b. Tehnik pembinaan :
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Memanggil klien, mengunjungi klien di tempat tinggalnya mengadakan
komunikasi melalui surat, telepon dan memberikan tugas yang bersifat
kemasyarakatan.
¢. Bentuk pembinaan
Pembinaan perorangan dan pembinaan kelompok.
d. Wujud pembinaan
Pembinaan jasmani maupun rohani (ilmu pengetahuan atau keterampilan
non formal, kecerdasan, budi pekerti atau moral pancasila).
4. Membantu masyarakat
Yaitu memberikan informasi, saran-saran, nasehat-nasehat serta pikiran atau
ide-ide kepada masyarakat yang sepenuhnya untuk kepentingan klien.
5. Menyampaikan laporan dan dokumen kepada atasan dan jika perlu diberikan
kepada instansi yang berkepentingan.
Selain itu dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.
01-PK. 04. 10 tabun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi
pembimbing kemasyarakatan dalam pasal 2 disebutkan bahwa pembimbing
kemasyarakatan bertugas :
a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
1. Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara
anak nakal;
2. Menentukan progam pembinaan Narapidana di LAPAS dan anak didik
Pemasyarakatan di LAPAS anak;
3. Menentukan program perawatan tahanan di RUTAN:
4. Menentukan progam bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi
klien Pemasyarakatan.
b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien
Pemasyarakatan;
¢. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang
meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu:
d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja suka rela yang

melaksanakan tugas pembimbingan; dan
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€. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana
pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang
tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali atau orang tua asuh yang
diberi tugas pembimbing,

Laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan merupakan
presentase sebagai bahan untuk menentukan putusan pidana oleh Hakim. petugas
Pembimbing Kemasyarakatan dalam bertidak yaitu dengan memberikan bantuan
dan nasehat kepada klien yang ia awasi, sehingga dalam melaksanakan tugasnya
Pembimbing Kemasyarakatan sebelumnya sudah di bekali dengan pendidikan.
Berdasarkan permohonan yang telah diterima dari pihak kepolisian yang disertai
dengan berita acara, maka Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya
dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan hasil laporan tersebut
akan disampaikan kepada Hakim pada waktu sidang.

Menurut Ny. Hs. Soetarman (1979 : 65) Seorang pembimbing
kemasyarakatan bukan pembela, tetapi memberikan laporan sewajarnya
mengenai Anak yang nakal atau pelanggar hukum, kekhilafan-kekhilafan
apa yang telah dijalankan dan apa sebab-sebabnya, apa latar belakangnya,
yang akan menjadi bahan bagi tuntutan jaksa dan putusan pengadilan, yang
bukan merupakan balas dendam atau menghukum saja, tetapi dengan tujuan
akan melindungi, mendidik, kembali, membantu memperbaiki kehidupan
selanjutnya supaya menjadi warga yang bertanggung jawab dan ikut
membangun baik pribadinya baik masyarakat dan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing kemasyarakatan berwenang
memperoleh data-data dari klien, maupun pihak-pihak yang terkait. Dalam
membuat laporan penelitian petugas pembimbing kemasyarakatan dapat
mendapatkan bahan baik dari orang tua si anak,wali, dari RT, ataupun
kelurahannya maupun dari gurunya sendiri. Dalam laporan penelitian tersebut
tercantum segala keadaan si anak mulia dari riwayat hidup si anak sejak kecil,
pergaulan di sekolah di masyarakat dan dirumah, keadaan rumah tangga si anak,

hubungan ibu dan bapak si anak, dan hubungan anak dengan saudara-saudaranya.
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2.3.4 Pemidanaan Terhadap anak nakal

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia
adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, maka
Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.

Sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas praduga tak
bersalah (presumption of innocence) bahwa setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan
merupakan merupakan tonggak yang terpenting bagi cermin keadilan, termasuk
putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana atau pemidanaan.

Bahwa dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan bagi anak didasarkan pada
undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dinyatakan dalam
salah satu pertimbangan (consideran) undang-undang nomor 3 tahun 1997
disebutkan bahwa untuk melaksanakan pembinan dan perlindungan terhadap
anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun
perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu, ketentuan
mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Kekhususan tersebut tersurat pula dalam rumusan pasal 40 undang-undang
nomor 3 tahun 1997 yaitu hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara
pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Menurut Prof. Soedarto S.H. ( Tim BPHN, 1979:79) Bahwa pengadilan
anak mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan
masyarakat, maka segala aktivitas yang di lakukan dalam rangka pengadilan
anak ini apakah itu dilakukan polisi, jaksa, hakim ataukah pejabat-pejabat
lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip demi kesejahteraan anak, demi
kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah
tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk
kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada
kepentingan masyarakat.
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Penjatuhan pidana bagi anak bukan semata-mata sebagai pembalas dendam tetapi
sebagai pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada
masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar insaf dan dapat menjadi anggota
masyarakat yang baik. Pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun
Juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Menurut Lela B. Costin bahwa peradilan anak mempunyai tujuan yang
tinggi, di kombinasikan dengan tanggung jawab yang berat. Tujuannya
digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak sebagi pengganti
dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didasarkan
pada falsafah peradilan secara individual yang menitik beratkan pada
kemanusiaan, yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak secara
individual serta kebutuhannya daripada atas tindakan dan penghukumannya.
Dengan perkataan lain titik beratnya tidak didasrkan atas tindakan yang
dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang berhubungan yang
menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan.

Menurut Suwantji Sisworahardjo (Wanita dan Anak, 1988:59) untuk
mencapai keadilan bagi anak-anak yang dibawa ke depan sidang pengadilan,
beberapa standard dan kondisi tertentu harus dipenuhi dalam pengadilan dan
organisasi sosial yang menangani bidang ini, serta dalam masyarakat.
Penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan,
keadilan serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari
kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.
2.3.4.1 Tujuan Pemidanaan

Bahwa tujuan pemidanaan sekarang ini bukan merupakan suatu pembalas
dendaman melainkan memberikan bimbingan dan pengayoman. Pemberian
bimbingan diberikan terhadap terpidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi
anggota masyarakat yang baik.

Menurut Moeljatno (1980:120) tujuan pidana dan tujuan pemasyarakatan
yaitu akan terwujudlah suatau lembaga baru yang sesuai dengan benar dengan
kepribadian kita yaitu sistem kekeluargaan. Sebab untuk memasyaratkan kembali
si terpidana maka dalam semua tindakan yang diberikan kepadanya dan
mengakibatkan penderitaan baginya, harus terasalah olehnya bahwa di belakang

dan di dalam semuanya itu adalah terpancar perasaan peri kemanusiaan dan
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kekeluargaan yang menghangatkan hatinya, serta memberikan harapan dan
keteguhan untuk tetap menunjukkan kearah yang baik-baik.
Terdapat 3 (tiga) teori pemidanaan dalam hukum pidana yaitu:
a. Teon absolut atau pembalasan (vergeldingstheorien),
b. Teori relatif atau tujuan (doeltheorien);
c. Teori gabungan (verenigingstheorien)
a. Teori absolut atau pembalasan
Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk
praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung
unsure-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena
dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan
pidana. Setiap kejahatan haruslah berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku
,karena pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu
dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.
Menurut Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi
atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah
pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan obyektif ialah
pembalasan terhadap apa yang diciptakan oleh pelaku di dunia luar (Andi Hamzah
1985:19)
Leo Polak merinci teori pembalasan menjadi:

1. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah
negara (rechtsmacht of gezagshandhaving);

2. Teori kopensasi keuntungan (voordeelscompensatie),

3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatau perbuatan
yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (onrechisfustreting en
blaam)

4. Teori pembalasan dalam rangka persamaan hukum (talioniserende
handhaving van rechstgelikheid)

5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat
yang bertentangan dengan kesusilaan (kering van  onzedelijke
neigingsbevredining)

Dalam menentukan pidana menurut Leo Polak harus memenuhi 3 Syarat:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata
hukum obyektif
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2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana

tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.

3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik.

Menurut Satochid Kartanegara menyatakan, bahwa dasar dari teori
pembalasan ini adalah karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban,
karenanya haruslah diberikan penderitaan pada orang yang menyebabkan
penderitaan (Mawi Arifin 1998:17)

b. Teon Relatif atau Tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib
masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan.
Dalam teori relatif wujud pidana itu dapat berupa:

1. mencegah terjadinya kejahatan

2. menakut-nakuti sehingga orang lain tidak akan melakukan kejahatan

3. untuk memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana

4. memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan

Prevensi dibagi menjadi dua yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi
Umum dilakukan dengan menakutkan orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana
vang dipertontonkan, sehingga anggota masyarakat takut untuk melakukan
kejahatan. Prevensi khusus dilakukan dengan tujuan mencegah niat buruk pelaku
yang akan melakukan perbuatan jahat.

Menurut Utrecht (Mawi Arifin 1998 : 14 ) adapun dasar hukum penjatuhan
pidana menurut teori relatif adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab
itu tujuan dari hukuman adalah menghindarkan dilakukan suatu pelanggaran
hukum.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Adapun
dasar hukum dari teori ini, terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan
atau siksaan, disamping sebagai dasar adalah tujuan dan hukuman.

Menurut MH Tirtamidjaja (Mawi Arifin,1999:14) tujuan dari teori
gabungan adalah memperbaiki pribadi siterhukum oleh karena dalam
menjalani hukumannya dan di didik dengan cara yang demikian, sehingga
terhukum setelah hukuman itu telah lampau, kembali kedalam masyarakat
sebagai orang yang baik dan sebagai anggota masyarakat yang berguna, dari
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siapa ia dapat diharapkan, bahwa terhukum tidak berbuat jahat lagi.
Hukuman itu jadinya telah memberi faedah baginya, akan tetapi
masyarakatpun akan merasakan faedahnya dan juga ketertiban hukuman
akan mengalami kebaikannya, sebab semua bahaya yang akan mengacaukan
telah lenyap karena perbaikan si terhukum.

Dalam konsep Rancangan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun
1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat;

2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya
orang-orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkenankan
merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian hukum pidana sebagai pengayoman pada mulanya
mengandung arah bagi tujuan pidana penjara yang sifatnya mendidik,
membimbing, dan memperlakukan narapidana sesuai dengan harkat kemanusiaan
yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan. Namun kemudian dilengkapi
dengan tujuan yang beraspek membebaskan rasa bersalah pada terpidana
(Bambang Poernomo, 1986:175)
2.3.4.2 Pidana dan Tindakan

Dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 pasal 22 disebutkan bahwa
terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pasal 23 ayat
(1) menyebutkan pidana yang dapat dijatubkan terhadap anak nakal ialah pidana
pokok dan pidana tambahan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 disebutkan pidana
yang dijatubkan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

3. Pidana kurungan
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4. Pidana denda

sedangkan pidana tambahan berupa:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

2. Perampasan barang tertentu

3. Pengumuman keputusan Hakim

Pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak

sama dengan pidana yang tercantum dalam Undang-undang No 3 tahun 1997

tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 pasal 23 ayat

(1) menyebutkan pidana pokok ialah:

a. Pidana penjara;

b. Pidana kurungan;

c. Pidana denda; atau

d. Pidana pengawasan .

sedangkan pada pasal 23 ayat (3) menyebutkan bahwa pidana tambahan yang

dijatuhkan terhadap Anak Nakal berupa perampasan barang-barang tertentu.

Pidana penjara bagi anak nakal paling lama 1/2 (satu perdua) dari ancaman
pidana orang dewasa. Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak yang

melakukan tindak pidana tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 3

tahun 1997 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

2. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan
kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun

3. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan
tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup ,
maka hanya dijatuhi tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

4. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan
tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana
penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.
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Pidana kurungan dinyatakan dalam pasal 27 bahwa pidana kurungan dapat
dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama 1/2 (satu
perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
Pidana denda terhadap anak nakal paling banyak 1/2 (satu perdua) dari
maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila pidana denda
tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Lama wajib
latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja
dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada
malan hari.
Dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ketentuan pidana
bersyarat berupa:
1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan
paling lama 2 (dua ) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat
paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Dalam putusan pidana bersyarat dilakukan ketentuan sebagai berikut:
a Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak
pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
b Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu
yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan
kebebasan anak.
3. Pengawasan dan bimbingan
a. Selama menjalani masa pidana bersyarat Jaksa melakukan pengawasan dan
Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak menepati
persyaratan yang ditentukan.

b. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai
Pemasyarakatan berstatus klien pemasyarakatan

¢. Selama anak berstatus klien pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan
sekolah.

Ketentuan pidana pengawasan dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan

menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:
1. Paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
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2. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dirumah
anak tersebut dilakukan oleh Jaksa.
3. Pemberian bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Sebelumnya adanya Undang-undang Pengadilan Anak terhadap anak yang
melakukan tindak pidana penjatuhan hukuman mengacu pada dalam pasal 47 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa terhadap anak yang dihukum,
maka hukuman utama yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu
dikurangi dengan sepertiganya dan pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila
kejahatan itu di ancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur
hidup, maka di hukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Tindakan merupakan salah satu penjatuhan hukuman terhadap Anak Nakal.
Dalam pasal 24 ayat (1) disebutkan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak
Nakal ialah:

a Dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
Apabila menurut penilaian Hakim si anak dapat dibina di lingkungan orang
tua, wali, atau orang tua asuh, maka anak tersebut dapat diserahkan kepada
orang tua, wali, atau orang tua asuh dengan pengawasan dan bimbingan
Pembimbing Kemasyarakatan.

b Diserahkan kepada negara
Dalam hal penilaian Hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakl
tidak dapat dilakukan dilingkungan keluarga, maka anak diserahkan kepada
negara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mengikuti
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

¢ Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan
Hakim dapat menjatuhkan tindakan lain terhadap anak yaitu menyerahkan
anak kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang
bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan

syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung

terhadap anak yang dijatuhkan tindakan maupun secara tidak langsung melalui

orang tua, wali, atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi
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perbuatan. Syarat tambahan misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik
kepada pembimbing kemasyarakatan .

Penjatuhan tindakan oleh Hakim dilakukan kepada anak yang melakukan
perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-
undangan maupun peraturan hukum lain. Pada pasal 26 ayat (3) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa terhadap anak yang umurnya belum
mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut
hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)
huruf b dan terhadap anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun
melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam
pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan salah satu
tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 24 ayat (1) ternyata lebih sempit apabila
dibanding dengan rumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

baru. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (pasal 132 Rancangan KUHP)
adalah:

a. Pengembalian kepada orang tua;

b. Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang;

¢. Keharusan untuk mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau
suatu badan swasta;

d. Pencabutan surat izin mengemudi,

e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

f. Perbaikan akibat tindak pidana;

g. Rehabilitasi;

h. Perawatan didalam suatu lembaga. (Bambang Waluyo 2000 : 28)
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SKEMA SANKSI HUKUMAN TERHADAP ANAK NAKAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997
(Gatot Supramono, Hukum acara Pengadilan Anak 2000:39)

PIDANA POKOK:
1. PIDANA PENJARA
2. PIDANA KURUNGAN
3. PIDANA DENDA
4. PIDANA PENGAWASAN

PIDANA

PIDANATAMBAHAN:
PERAMPASAN BARANG-
BARANG TERTENTU ATAU
PEMBAYARAN GANTI RUGI

1. MENGEMBALIKAN KEPADA ORANG
SANKSI TUA, WALL ATAU ORANG TUA ASUH:
2. MENYERAHKAN KEPADA NEGARA
UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN,
PEMBINAAN, DAN LATIHAN KERJA
3 MENYERAHKAN KEPADA
DEPARTEMEN SOSIAL, ATAU
ORGANISASI SOSIAL
TINDAKAN KEMASYARAKATAN YANG
BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN,
PEMBINAAN, DAN LATIHAN KERJA

TINDAKAN DAPAT DISERTAI
TEGURAN DAN SYARAT TERENTU
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2.3.5 Proses Pemeriksaan Sidang Anak

Pemeriksaan terhadap anak dalam sidang dilakukan secara khusus, hal ini
didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 yaitu dalam perkara anak nakal Penuntut Umum, Penasehat
Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan
saksi wajib hadir dalam sidang anak. Mengingat terdakwa adalah anak yang masih
memerlukan perlindungan dan bimbingan, maka dalam pemeriksaan dalam sidang
tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh.

Kewajiban hadimya Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang anak
sangatlah penting bagi hakim karena sebelum sidang dibuka, hakim
memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil
penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Apabila Hakim
tidak memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan
penelitian kemasyarakatan, maka putusan hakim dianggap batal demi hukum.

Pada persidangan anak hakim, penuntut, penasehat hukum, Pembimbing
Kemasyarakatan tidak memakai toga atau pakai dinas. Persidangan terhadap anak
dilakukan secara tertutup, namun dalam hal tertentu dan dipandang perlu
pemeriksaan terhadap anak dapat dilakukan secara terbuka seperti pelanggaran
lalu lintas yang dilakukan terhadap anak. Hakim membuka persidangan dan
menyatakan tertutup untuk umum, kemudian terdakwa dipanggil dengan
didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan
Pembimbing Kemasyarakatan. Pertama kali yang dilakukan Hakim yaitu
memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu Jaksa membacakan surat dakwaan.
Sesudah itu Hakim memberikan kesempatan kepada Penasehat hukumnya atau
terdakwa untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Apabila pemeriksaan terhadap terdakwa dianggap cukup oleh Hakim, maka

dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian pemeriksaan saksi
Hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk keluar ruangan, hal ini dilakukan
agar terdakwa tidak terpengaruh atas keterangan terdakwa, sedangkan orang tua,
wali, atau orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan

tetap dalam ruangan. Setelah pemeriksaan saksi dianggap cukup, maka terdakwa
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diperintahkan untuk masuk ke ruang sidang kembali untuk diminta
keterangannya, selanjutnya acara dilanjutkan pemeriksaan bukti- bukti lainnya.
2.3.6 Putusan Hakim

Sebelum mengucapkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada
orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang
bermanfaat bagi anak. Dalam putusannya Hakim wajib mempertimbangkan
laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan, karena dalam penjelasan pasal 59 ayat (2) Undang- Undang No.
3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak
mempertimbangkan laporan penelitian dari pembimbing Kemasyarakatan
mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila
putusan tersebut tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka
putusan tersebut batal demi hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus
benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang arak, karena apabila
putusan tersebut mengakibatkan penderitaan pada anak, maka tujuan pemidanaan
yaitu memberikan pengayoman tidak terwujud.

Setelah putusan dijatuhkan oleh Hakim terdakwa atau penasehat hukumnya
dapat mengajukan banding apabila keberatan atas putusan tersebut. Pengajuan
banding sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Sidang Anak
Terhadap Penjatuhan Putusan oleh Hakim

Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tetapi
belum pernah kawin sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997. Anak sebagai bagian dari generasi muda yang
menjadi tanggung jawab bersama. Anak yang kurang memperoleh perhatian
secara fisik, mental, maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial.

Penanganan Anak Nakal diperlakukan secara khusus, ini merupakan salah
satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap anak nakal mengingat
ciri dan sifat khas pada anak. Proses peradilan perkara anak nakal dari sejak
ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaannya selanjutnya wajib dilakukan oleh
pejabat khusus yang benar-benar memehami masalah anak. Berdasarkan asas
praduga tak bersalah seorang anak nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap
dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terdapat perbedaan perlakuan dalam proses pemeriksaan dipersidangan
antara anak dengan orang dewasa. Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam
Hakim tunggal dan sidang dilakukan secara tertutup (pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1997). Penanganan perkara anak Penyidik, Penuntut
Umum, dan Hakim dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan.  Pembimbing
Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang
melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan (pasal 1 angka 11 Undang- o
Undang Nomor 3 Tahun 1997). Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana
tercantum pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim

dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di lvar sidang anak
dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

A LK UPT PERPUSTAKAR
; ‘\.,;;4 lwm:nsmsmunsn
29 —
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b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan
putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan,
pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan
kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01-
PK. 04. 10 tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi
pembimbing kemasyarakatan dalam pasal 2 disebutkan bahwa pembimbing
kemasyarakatan bertugas :

a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
1. Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam
perkara anak nakal;
2. Menentukan progam pembinaan Narapidana di LAPAS dan anak
didik Pemasyarakatan di LAPAS anak;
3. Menentukan program perawatan tahanan di RUTAN;
4. Menentukan progam bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi
klien Pemasyarakatan.
b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi
klien Pemasyarakatan;
¢. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang
meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja suka rela yang
melaksanakan tugas pembimbingan; dan
e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana
pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang
tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali atau orang tua asuh
yang diberi tugas pembimbing.

Tugas utama dari Pembimbing kemasyarakatan dalam perkara anak yaitu
membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang dalam pasal 56 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa laporan penelitian
kemasyarakatan berisi:

a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;

b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Bispa No. DBTU/5/22/77 tentang
penjelasan tugas-tugas Balai BISPA mengenai pembuatan laporan penelitian
kemasyarakatan disebutkan Pembimbing Kemasyarakatan bertugas mengadakan
penelitian masyarakat (litmas) berupa:
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1. Penelitian sosial yaitu penelitian mengenai riwayat hidup klien sejak lahir
sampai melakukan kejahatan atau pelanggaran.
2. Penelitian kasus yaitu mengenai bagaimana caranya perbuatan tersebut
dilakukan
3. Penelitian keadaan yaitu penelitian mengenai suatau keadaan yang
mendorong, memungkinkan, memaksa orangtua anak tersebut melakukan
kejahatan atau pelanggaran
Pada hakekatnya Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas yang
sangat komplek, tidak mudah dan berbahaya karena dalam pembuatan laporan
penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan secara langsung terjun
kemasyarakat yaitu dengan mendatangi orang tua klien, RT, RW, Lurah, guru dan
melakukan wawancara dengan klien. (Prof. Soedarto. S.H. Tim BPHN 1977:87)

Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas dari lembaga Balai
Pemasyarakatan yang membantu Hakim dalam perkara pidana anak. Anak mulai
menjadi penghambat kehidupan keluarga, menjadi pelanggar hukum, ditindak
polisi sampai ditahannya anak tersebut kadang-kadang kurang diperhatikan
hukum yang ada, sehingga seolah-olah ada gejala perampasan kemerdekaan
terhadap seorang warga. Untuk itu keadaan anak menjadi satu laporan oleh
Pembimbing Kemasyarakatan yang nantinya digunakan bahan bagi Hakim dalam
menentukan putusan.

Pembimbing kemasyarakatan sebagai petugas yang membantu Hakim
dalam memperlancar pemeriksaan dipersidangan berdasarkan laporan penelitian
kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran atau
pertimbangan mengenai penjatuhan putusan yang sepatutnya dijatuhkan Hakim
dengan mengingat keadaan anak.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan bagi anak didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dinyatakan dalam salah
satu pertimbangan (consideran) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 disebutkan
bahwa untuk melaksanakan pembinan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan
dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang
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lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan
pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Menurut Prof. Soedarto S.H. (Tim BPHN 1979:79) Bahwa pengadilan anak
mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat,
maka segala aktivitas yang di lakukan dalam rangka pengadilan anak ini
apakah itu dilakukan polisi, jaksa, hakim ataukah pejabat-pejabat lainnya
harus didasarkan pada suatu prinsip demi kesejahteraan anak, demi
kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah
tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk
kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada
kepentingan masyarakat.

Penjatuhan pidana bagi anak bukan semata-mata sebagai pembalas dendam
tetapi paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman
sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar insaf dan dapat
menjadi anggota masyarakat yang baik. Pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan
belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pengayoman pada mulanya mengandung arah bagi tujuan pidana penjara
yang sifatnya mendidik, membimbing, dan memperlakukan narapidana sesuai
dengan harkat kemanusiaan yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan.
Namun kemudian dilengkapi dengan tujuan yang beraspek membebaskan rasa
bersalah pada terpidana (Bambang Poernomo, 1986:175)

Untuk menentukan pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepada anak
Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang
dilakukan oleh anak yang bersangkutan, disamping itu Hakim memperhatikan
keadaan anak, keadaan orang tua, wali, atau orang tua a§uh, hubungan antara
anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula Hakim wajib
memperhatikan  laporan  penelitian kemasyarakatan  dari Pembimbing
kemasyarakatan.

Penjatuhan putusan merupakan salah satu kewenangan hakim berdasarkan
pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa hakim
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, namun dalam
perkara pidana anak Hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-
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bukti yang telah diperoleh dalam persidangan saja, tetapi Hakim wajib
mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing
Kemasyarakatan. Pada penjelasan pasal 59 ayat (2) Undang-undang nomor 3
tahun 1997 dijelaskan bahwa apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut
tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan putusan yang telah
dijatuhkan dianggap batal demi hukum.

Menurut Hs.Soetarman S H. (Tim BPHN 1977:65) Seorang Pembimbing
Kemasyarakatan bukan pembela, tetapi memberikan laporan sewajarnya
mengenai anak yang nakal atau pelanggar hukum, kekhilafan-kekhilafan apa
yang telah dijalankan dan apa sebab-sebabnya, apa latar belakangnya, yang
akan menjadi bahan bagi tuntutan jaksa dan putusan pengadilan, yang bukan
merupakan balas dendam atau menghukum saja, tetapi dengan tujuan akan
melindungi, mendidik kembali, membantu memperbaiki, kehidupan
selanjutnya supaya menjadi warga yang bertanggung jawab dan ikut
membangun baik pribadinya baik masyarakat dan negaranya.

Pada sidang anak Hakim memeriksa dan memutuskan perkara dalam
tingkat pertama sebagai Hakim tunggal. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan
putusan benar-benar mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan
karena tugas utama Pembimbing Kemasyarakatan yaitu membuat laporan
penelitian kemasyarakatan yang nantinya disampaikan kepada Hakim dan
Hakimlah yang berwenang untuk memutuskannya. Dengan hasil laporan
penelitian kemasyarakatan diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang
tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang
bersangkutan.

Menurut Saroso Bahwa laporan penelitian kemasyarakatan bukan
dimaksudkan sebagai “bahan pembelaan” bagi yang bersangkutan
melainkan untuk memberikan data yang selengkapnya mungkin mengenai
yang bersangkutan untuk keputusan pengadilan mengenai nasib anak
dikemudian hari dan efek keputusan yang diambil.

Pada pemeriksaan perkara anak dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan
wajib diikut sertakan sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Edaran Menteri
Kehakiman dan HAM RI No. 289/772/90/1/UM.TU/Pdt tentang mengikut
sertakan BISPA dalam setiap persidangan pidana anak. Hakim sebelum sidang

meminta Pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil laporan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

penelitian kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 56 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib
mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing
Kemasyarakatan karena ada dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan,
diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan
putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan dan putusan yang
diambil menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan anak menuju
masa depan yang baik, untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga
negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara Pada
penjelasan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan
bahwa apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan
laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan putusan
vang telah dijatuhkan oleh Hakim dianggap batal demi hukum.

Penjatuhan putusan yang merugikan bagi anak oleh Hakim akan
mempengaruhi kehidupan dari anak tersebut, oleh sebab itu hakim harus yakin
benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadikan salah satu dasar yang
kuat untuk mengembalikan kehidupan anak yang lebih baik lagi. Dengan adanya
laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan hakim dapat menjatuhkan
putusan yang tepat, selain itu terhadap putusan tersebut tidak berakibat
penderitaan batin untuk seumur hidup atau dendam pada diri anak karena putusan

yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim adalah bertujuan perlindungan.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan nomor:
208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997

Laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan merupakan
presentase sebagai bahan untuk menentukan putusan pidana oleh Hakim. Petugas

Pembimbing Kemasyarakatan dalam bertidak yaitu dengan memberikan bantuan

dan nasehat kepada klien yang ia awasi, sehingga dalam melaksanakan tugasnya

Pembimbing Kemasyarakatan sebelumnya sudah di bekali dengan pendidikan.

Berdasarkan permohonan yang telah diterima dari pihak kepolisian yang disertai
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dengan berita acara, maka Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya

dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan hasil laporan tersebut

akan disampaikan kepada Hakim pada waktu sidang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah mengatur tentang penjatuhan
putusan yang harus dilakukan oleh Hakim. Berdasarkan pasal 59 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan
putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Apabila
Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan, maka putusan tersebut batal demi hukum.

Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat
pertama sebagai Hakim tunggal oleh sebab itu:

a. Putusan Hakim anak mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang
bersangkutan, oleh karena itu putusan tersebut harus berdasarkan pertanggung
jawaban pribadi dan kurang artinya apabila diperoleh dari pertanggung
jawaban yang kolektif dan yang sering bersifat kompromistis pula seperti yang
terdapat pada putusan Majelis.

b. Perkara anak kerap mengenai hal-hal yang halus dan intim, antara lain
mengenai kehidupan pribadi anak yang bersangkutan, orang tuanya dan
anggota keluarga lainnya. Hakim sungguh-sungguh berusaha untuk
mendapatkan kepercayaan anak dan orang tua atau wali

Pemeriksaan terhadap anak dalam persidangan harus dilakukan secara
kondusif bagi kepentingan anak yang terbesar dan dilakukan dalam suasana saling
pengertian sehingga anak dapat berpartisipasi dan memberikan pernyataan secara
bebas. Hakim dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-
prinsip (bunga rampai hukum pidana, 1992:1 19).

1. Bentuk-bentuk reaksi atau sanksi yang diambil selamanya harus
diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan atau berat
ringannya tindak pidana.

2. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan

setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.
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3. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan
tindak kekerasan yang serius terhadap orang lain dan kecualitidak ada bentuk
sanksi lain yang lebih tepat.

4. Kesejahteraan anak harus menjadi factor pedoman dalam mempertimbangkan
kasus anak.

Perlindungan anak dalam proses peradilan harus dapat menggambarkan
adanya jaminan khusus bagi anak dibidang hukum dan peradilan. Jaminan yang
dapat diberikan pada setiap tahap proses peradilan (bunga rampai hukum pidana
1992:115) yaitu:

1. Hak untuk memberitahukannya tuduhan

2. Hak untuk tetap diam

3. Hak untuk memperoleh penesehat hukum

4. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali

5. Hak untuk mendapatkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi

6. Hak untuk banding ketingkat yang lebih atas

Pemeriksaan terhadap anak aparat hukum harus bertindak dengan cara:

1. Menghormati kesejahteraan anak

2. Memajukan kesejahteraan anak

3. Menghindari hal-hal yang merusak atau merugikan atau membahayakan anak

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi
perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan
tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktf. Penjatuhan putusan
yang merugikan bagi anak oleh Hakim akan mempengaruhi kehidupan dari anak
tersebut, oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil
akan dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan
kehidupan anak yang lebih baik lagi.

Menurut Suwantji Sisiworahardjo untuk mencapai keadilan bagi anak-anak
yang dibawa kesidang pengadilan, beberapa standar kondisi tertentu harus
dipenuhi dalam pengadilan dan organisasi sosial yang menangani bidang ini,
serta dalam masyarakat. Standar untuk peradilan anak agar efektif dan adil,
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
l. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara
individual dan tidak menghukum.
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2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam
masyarakat untuk menjamin:

a. Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang
terbaik tentang kebutuhan anak.

b. Bahwa anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan
pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang
disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang
cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberikan
kepada mereka.

¢. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup.
3. Prosedur dirancang untuk menjamin
a. Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara

individual
b. Hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua dan
masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi
Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak
dilakukan dengan mempertimbangkan:

. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan janganlah
dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang
memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.

2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan
persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh
mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum,
yang bersifat degradasi mental dan penurunan serta menghindari proses
stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan
kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Berdasarkan Undang-undang No 3 tahun 1997 pasal 22 disebutkan bahwa
terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pasal 23 ayat
(1) menyebutkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal ialah pidana
pokok dan pidana tambahan. . Dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 pasal 23
ayat (2) menyebutkan pidana pokok ialah:

a. Pidana penjara;

b. Pidana kurungan;

¢. Pidana denda; atau

d. Pidana pengawasan .
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sedangkan pada pasal 23 ayat (3) menyebutkan bahwa pidana tambahan yang

dijatubkan terhadap Anak Nakal berupa perampasan barang-barang tertentu. Pada

pasal 24 ayat (1) disebutkan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal

1alah:

a Dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
Apabila menurut penilaian Hakim si anak dapat dibina di lingkungan orang
tua, wali, atau orang tua asuh, maka anak tersebut dapat diserahkan kepada
orang tua, wali, atau orang tua asuh dengan pengawasan dan bimbingan
Pembimbing Kemasyarakatan.

b Diserahkan kepada negara
Dalam hal penilaian Hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakl
tidak dapat dilakukan dilingkungan keluarga, maka anak diserahkan kepada
negara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk mengikuti
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

¢ Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan
Hakim dapat menjatuhkan tindakan lain terhadap anak yaitu menyerahkan
anak kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang
bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Putusan nomor: 208/Pid. B.A/2005/PN Kdr merupakan putusan atas tindak
pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Pada putusan tersebut Hakim
menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar pasal 82
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal pasal
64 KUHP. Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan bagi orang yang melanggar Undang-
Undang tersebut yaitu hukuman pidana dan hukuman denda, tetapi dalam putusan
tersebut Hakim hanya menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa selama 8
(delapan) bulan dan denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pada perkara tersebut Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap

terdakwa dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:
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a. Aspek kejiwaan / psyche

Bahwa terhadap aspek kejiwaan terdakwa, menurut Hakim masih dalam
keadaan stabil karena ketika pemeriksaan terdakwa di persidangan atas
pertanyaan Hakim maupun Penuntut Umum, terdakwa bisa menjawab secara
Jelas dan lancer, meskipun terkadang harus berpikir beberapa saat untuk
mengingat kembali kejadiaannya dan menurut orang tua terdakwa memang
terdakwa mengalami keterlambatan untuk berpikir.

. Aspek lingkungan / millieu

Bahwa terhadap lingkungan keluarga tergolong sederhana, ayah buruh pabrik
Gudang Garam dan ibu tirinya seorang penjahit pakaian, dimana ayahnya
kurang perhatian terhadap anak sedang ibu tirinya cukup sayang dan perhatian
terhadap anak tirinya atau terdakwa. Terhadap lingkungan masyarakat yang
ditempati terdakwa ketika ikut neneknya pada tahun 2004 adalah lingkungan
yang kurang sehat untuk perkembangan jiwa anak seusia terdakwa karena
banyak pengangguran dan pula hidupnya tidak bertanggung jawab, sehingga
sedikit banyak mempengaruhi perilaku terdakwa dalam pergaulannya bersama
teman yang usiamya lebih tua.

Aspek pendidikan / education

Bahwa pada saat ini terdakwa masih menjadi siswa SD (Sekolah Dasar),
dimana pada waktu dulu di SD Campurejo Kediri tetapi setelah adanya
peristiwa ini terdakwa di pindah sekolah di SD Sukorame Kediri karena
permintaan dari ibu terdakwa, sehingga dapat dipastikan terdakwa dapat
memperbaiki dirinya di lingkungan sekolah yang baru dan bisa diharapkan
menjadi orang yang baik didalammasyarakat di kemudian hari.

. Aspek taat pada agama / religius

Bahwa sebenarnya terdakwa telah masuk dalam kelompok TPA yang
dijalaninya pada pagi hari menjelang waktu sekolah, sehingga telah dilengkapi
dengan ajaran agama agar lebih dekat dengan Tuhan sehingga dengan
peristiwa yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menyadarkannya kepada
hal-hal yang benar dan tidak jatuh lagi kedalam dunia kejahatan melainkan

tetap taat pada agamauntuk kemudian hari.
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Disamping itu Hakim juga mempertimbangkan hasil laporan penelitian

kemasyarakatan. Dari hasil Laporan penelitian kemasyarakatan di simpulkan

bahwa faktor dominan terjadinya perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu

perbuatan pencabulan :

a. Faktor pribadi
Ketika klien akan menghadapi masa puber tidak ada yang mengarahkan dan
mendukung dengan pengetahuan dan pendidikan agama sehingga fatal bagi
perkembangan jiwa terdakwa

b. Faktor keluarga
Keluarga dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan pengasuhan sehingga
kurang memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap klien

c¢. Faktor lingkungan
Lingkungan rumah atau tempat tinggal di rumah neneknya Desa Campurejo
X1 Kediri kurang mendukung untuk tumbuh kembangnya klien secara baik
dan normal, mengakibatkan klien krisis rohani dalam bentuk kasih sayang,
perhatian dan pengawasan hingga terdakwa terjerumus dalam masalah
pencabulan. Pergaulan klien selama ini berteman dengan anak yang usianya
lebih dewasa, sehingga ketika terdapat sesuatu yang semestinya belum boleh
dikonsumsi anak-anak (nonton VCD atau majalah porno) klien biasa
memperolehnya tanpa ada bimbingan atau pengarahan.

Berdasarkan kesimpulan laporan penelitian kemasyarakatan, maka
pembimbing kemasyarakatan menyarankan kepada Hakim supaya terdakwa
diberikan atau dijatuhkan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali,
atau orang tua asuh dengan pertimbangan klien masih sangat muda (10 tahun, 7
bulan, 9 hari) yang masa depannya masih sangatlah panjang dan masih dapat
diarahkan serta klien masih ingin melanjutkan sekolah.. Namun apabila alternatif
tersebut tidak memungkinkan karena pertimbangan lain, seyogyanya klien dapat
dijatuhi tindakan berupa menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan
kerja (sesuai dengan pasal 24 ayat 1 butir ¢ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
dengan pertimbangan klien dapat menambah pengetahuan di bidang keterampilan
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untuk bekal di masa depan dan secara psicologi hal tersebut lebih baik bagi
perkembangan pribadi klien daripada diserahkan kepada negara sebagai Anak
Negara.

Hakim mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan putusan tetapi dalam
perkara anak hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan
laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 59 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 hakim wajib mempertimbangkan
laporan penelitian kemasyarakatan karena didalam penjelasan umum Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa dengan adanya laporan penelitian
kemasyarakatan, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk
memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan dan
putusan yang diambil menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan
anak menuju masa depan yang baik, untuk mengembangkan dirinya sendiri
sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa,
dan negara. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan laporan
penelitian kemasyarakata, dengan demikian putusan hakim telah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997

Pada putusan tersebut alasan Hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa karena berdasarkan pertimbangannya orang tua terdakwa masih sanggup
untuk mendidik dan membimbing terdakwa dengan benar. Hakim menjatuhkan
pidana bersyarat dengan pertimbangan terdakwa masih sekolah dan selama

menjalankan pidana bersyarat tersebut terdakwa diawasi oleh petugas

Pembimbing Kemasyarakatan.
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4.1 KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai benkut:

1. Penanganan anak nakal diperlakukan secara khusus. ini merupakan salah satu
bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap anak nakal mengingat
ciri dan sifat khas pada anak. Hakim dalam perkara anak memeriksa dan
memutus perkara pada tingkat pertama sebagai hakim tunggal. Pembimbing
Kemasyarakatan sebagai petugas Balai Pemasyarakatan vang bertugas
membantu hakim dalam memperlancar pemeriksaan di persidangan dengan
membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk disampaikan kepada
hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan laporan
penelitian kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 59 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Kedudukan laporan penelitian
kemasyarakatan dalam sidang anak terhadap penjatuhan putusan oleh Hakim
sangat penting karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan
hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan
vang seadil-adilnya bagi anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak
mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, maka putusan yang
telah dijatuhkan oleh dinyatakan batal demi hukum sebagaimana tercantum
dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan
penjelasannya.

2. Pada putusan Nomor: 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr Hakim telah menjatuhkan
pidana bersyarat selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.00
(seratus ribu rupiah) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut
berdasarkan aspek yuridis dan beberapa aspek yaitu aspek kejiwaan, aspek
lingkungan, asepek pendidikan, aspek taat pada agama, selain itu hakim juga
pertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dengan demikian putusan
yang dijatuhkan hakim telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun

1997 Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan
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karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan hakim memperoleh

gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

4.2 SARAN

1. Bahwa dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing
Kemasyarakatan harus benar-benar teliti dan memperhatikan keadaan anak
dan keluarganya, sehingga pada waktu Hakim menjatuhkan putusan benar-
benar mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dan putusan
tersebut diharapkan bisa tercapai yaitu memberikan perlindungan bagi anak
tersebut dan mengubah perilaku anak lebih baik lagi.

2. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya menghindari putusan
yang berakibat penderitaan, karena putusan yang seharusnya dijatuhkan oleh
Hakim adalah bertujuan perlindungan.
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PUTUSAN

NOMOR : 208/Pid.B.A/2005/PN.Kdr.

ILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA FSA”

Pengadilan

Negeri Kediri yanp memeriksy dan mengadili perkara-perkara pidana
anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama : PRASETYO RUSHADI bin SUHARTO.
1 Tempat lahir 0 Kedici
Umur 11 tahun/tanggal 24 Juli 1994,
Jenis kelamin . Laki-laki.
Kebangsaan . Indonesia.
Tempat tinggal ¢ Jalan Rinjani No. 19 Kelurahan Campurejo,

Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
Agama - lelam.
Pekerjaan . Pelajar.

Terdakwa tidak ditahan °

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri No. 208/Pen.Pid/2005/PN Kdr,
tanggal 14 Juni 2005 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan

mengadili perkara terdakwa tersebut :

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kediri No. 208/Pen.Pid/2005/PN Kdr,

tanggal 15 Juni 2005 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2005 ; ~

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

’

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa -

]

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan ....................
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PRASETYO RUSHADI BIN SUHARTO bersalah

“ BERSETUBUH DENGAN WANITA BEBERAPA

KALI “,  diatur dalam pasal 287 (1) yo 64 (I) KUHP. Jo 26 (1) Undang—Undang
No. 3 / 1997 dalam surat dakwaan Kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan
Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : PRASETYO RUSHADI BIN SUIARTO
dengan pidana penjara selama : ¢ (ENAM) BULAN masa percobaan selama
1 (SATU) TAHUN

3. Menyatakan Visum Et fepertum tetap terlampir dalam berkas perkara -

4. Menetapkan supaya terpidana dibebanj biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu
rupiah) ; A
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak
mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya
mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji
tidak mengulangi perbuatannya :
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan o!eﬁ Penuntut Umum

dengan dakwaan sebagai berikut :
PERTAMA -

Bahwa ia terdakwa PRASETYO RUSHADI BiN SUHARTO pada hari-
hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari 2005 atau setidak-
tidaknya masih termasuk pada bulan Pebruari 2005, bertempat  di Jalan Rinjani Kelurahan
Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, terdakwa yang usianya
i1 (scbelas) tahun Juiigan scngaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak bemama
CINDY ADI MELINDASARI yang usianya baru 5 (lima) tahun untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali merupanal
hejubalan yung uda hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu

perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut diiak ukan scvagal Delinue |
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fak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib, :
Aidak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
3. Pada hari tidak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
4. Pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
Bertempat dirumahnya sdri. PUTRI di Jalan Rinjani Kelurah.an Campurejo, Kecamatan
Mojoroto, Kota Kediri pada waktu korban CINDY ADI MELINDASARI bersama-sama
PUTRI sedang tidur-tiduran di kamar bermain boneka dan korban tiduran terlentang tidak
lama kemudian didatangi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyingkapkan celana dalam
korban kemudian terdakwa menarik celananya sendiri keatas bagian sebelah kanan sehingga
kemaluannya terdakwa keluar. Setelah itu terdakwa dengan posisi tengkurap diatas badan
korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya korban, dan'.yang pertama sampai
yang ketiga terdakwa caranya sama seperti diuraikan diatas namun kemaluannya terdakwa
belum bisa masuk kedalam kemaluan korban, tetapi untuk keempat kalinya yaitu pada hari
Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 kemaluannya terdakwa' bisa masuk kedalam kemaluan
korban dan terdakwa merasakan hangat sedangkan korban hanya diam saja ;
Pada waktu saksi korban menyampaikan kepada ibunya bila saat buang air seni merasakan
pedih kemudian orang tua korban melihat dan ternyata kemaluan korban bengkak kemudian
diperiksakan di Mantri SUKIDI Campurejo setelah korban d;perfksé dan diberi resep untuk
membeli salep dan korban juga diberi obat oleh Mantri ;
Selanjutnya pada waktu ibu korban diberitahu oleh ibunya terdakwa bahwa korban pernah
disetubuhi oleh terdakwa kemudian ibunya korban pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2005
. melaporkan ke Kepolisian Resort Kota Kediri untuk memproses terdakwa ;
Yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan cabul (kawin-kawinan) dengan korban
karena terdakwa dan korban sebelumnya meiiﬁat gambar porno yang berada dirumahnya
PUTRI milik kakaknya yang bernama LINDA, gambar porno tersebut adalah gambar dari
seorang laki-laki dan perempuan telanjang dan bermain kawin-kawinan sehingga terdakwa
dan CINDY menirukan gambar tersebut ;
Selain itu terdakwa juga pernah memutar dan melihat VCD porno yang isinya orang laki-laki
dan perempuan telanjang dan main kawin-kawinan :

’

Kaset tersebut miliknya FENDIK umur 15 (lima belas) tahun yang beralamat Kelurahan
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Campurejo, Kecamatan Mojoroto Kediri :
Akibat dari perbuatan terdakwa menyetubuhi korban, korban menderita sakit sebagaimana
dinyatakan dalam Visum Et Repertum tanggal 05 April 2005 atas nama CINDY ADI
MELINDASARI yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Dr. YOSEPH AGUNG P. Dokter
Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan pendapatan pemeriksaan bagian vagina :

- Rambut kemaluan dalam batas normal x

- Puncak kemaluan dalam batas normal :

- Kelentit dalam batas normal : ¥

- Bibir besar dalam batas normal :

- Bibir kecil dalam batas normal ;

- Robekan terjadi pada semua lingkaran selaput da‘ra kecuali sekitar pukul tiga dan tuju,

Secret vagina posisit, bengkak negatif, memar negatif ;

Kesimpulan :

Pernah terjadi persetubuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan robekan selaput dara

Jenis robekan sudah sembuh ; e

Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjal:;nkan kewajiban jabatan atau
pekerjaan orang ini belum / sudah sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuhnya ;
Jikalau sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi) ;

Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur daam pasal 82 Undang-Undang RI. No. 23
‘ Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 64 (I) KUHP. Yo pasal 26 (1)
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PRASETYO RUSHADI BIN SUHARTO pada waktu-waktu
dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama terdakwa telah bersetubuh
dengan seorang wanita bernama saksi korban CINDY ADI MELINDASARI diluar

perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya masih
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#in yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali merupakan kejahatan yang ada

elum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum

hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan
perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut :
1. Pada hari tidak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
2. Pada hari tidak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
3. Pada hari tidak dapat diingat dengan pasti bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib. ;
4. Pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 sekiraj'am 09.00 wib. ;
Bertempat dirumahnya Sdri. PUTRI di Jalan Rinjani Kelurahan Campurejo, Kecamatan
Mojoroto, Kota Kediri pada waktu korban CINDY ADI MELINDASARI bersama-sama
PUTRI sedang tidur-tiduran di kamar bermain boneka da;l korban tiduran terlentang tidak
lama kemudian didatangi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyingkapkan celana dalam
korban kemudian terdakwa menarik ceiananya sendiri keatas bagian sebelah kanan sehingga
kemaluannya terdakwa keluar. Setelah itu terdakwa dengan posisi terngkurap diatas badan
korban memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya korban, dan yang pertama sampai
yang ketiga terdakwa caranya sama seperti duraikan diatas namun kemaluannya terdakwa
bel;lm bisa masuk kedalam kemaluan korban, tetapi untuk keempat kalinya yaitu pada hari
Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 kemaluannya terdakwa b.:i'sa ‘r.;n.ésuk kedalam kemaluan
korban dan terdakwa merasakan hangat sedangkan korban hanya diam saja ;
Pada waktu saksi korban menyampaikan kepada ibunya bila.saat buang air seni merasakan
pedih kemudian orang tua korban melihat dan ternyata kemaluan korban bengkak kemudian
diperiksakan di Mantri SUKIDI Campurejo setelah korban diperiksa dan diberi resep untuk
membeli salep dan korban juga diberi obat oleh Mantri :
Selanjutnya pada waktu ibu korban diberitahu oleh ibunya terdakwa bahwa korban pernah
disetubuhi oleh terdakwa kemudian ibunya korban pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2005
melaporkan ke Kepolisian Resort Kota Kediri untuk memproses terdakwa ;
Yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan cabul (kawin-kawinan) dengan korban
karena terdakwa dan korban sebelumnya melihat gambar porno yang berada dirumahnya

PUTRI milik kakaknya yang bernama LINDA, gambar porno tersebut adalah gambar dari

seorang laki-laki dan perempuan telanjang dan bermain kawin-kawinan sehingga
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danpuan telanjang dan main kawin-kawinan :
Kaset tersebut miliknya FENDIK umur 15 (lima belas) tahun yang beralamat Kelurahan
Campurejo dan diputar dirumahnya nenek terdakwa yang bernama Mbah SURAT alamat
Kelurahan Campuirejo dan terdakwa melihatnya bersama FENDIK, CHRISTIN, Pr. Umnur
11 tahun, INDA.H. Pr. Umur 10 tahun, SUSI. Pr. Umur 11 tahun dan LEVI, Pr. Alamat
Campurejo, Kecamatan Mojoroto Kediri ;
Akibat dari perbuatan terdakwa menyetubuhi korban, korban menderita sakit sebagaimana
dinyatakan dalam Visum Et Repertum tanggal 05 April 2005 atas nama CINDY ADI
MELINDASARI yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Dr. YOSEPH AGUNG P. Dokter

Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan pendapatan pemeriksaan bagian vagina :

Rambut kemaluan dalam batas normal ;
- Puncak kemaluan dalam batas normal ;
- Kelentit dalam batas normal :
Bibir besar dalam batas normal ;
- Bibir kecil dalam batas normal ;
- Robekan terjadi pada semua lingkaran selaput dara kec;éii ‘s;:liitar pukul tiga dan tuju,
Secret vagina posisit, bengkak negatif, memar negatif ;
Kesimpulan :
Pernah terjadi persetubuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan robekan selaput dara
Jenis robekan sudah sembuh :
Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau
pekerjaan orang ini belum / sudah sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuhnya ;
Jikalau sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi) ;
Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur daam pasal 287 (1) jo pasal 64 (1)
KUHP. Yo pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa

menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah

mengajukan ....................
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akyl-saksi di muka persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai

I. Saksi CINDY ADI MELINDASARI : (tidak disumpah).

- Bahwa yang melakukan persctubuhan dengan dirinya adalah terdakwa yang
sering bermain-main dengan saksi (korban) karena masih tetangga ;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi karena bermain dirumahnya Putri yang
Juga bermain kawin-kawinan dengan kakak kandungnya Putri sendiri, dan
saksi maupun terdakwa ikut-ikutan bermain kawin-kawinan ;

- Bahwa sebelumnya saksi maupun terdakwa dan Putri dan kakak kandungnya
Putri serta teman-teman Jain sering melihat gambar porno ;

- Bahwa terdakwa dan saksi bermain kawin-kawinan memasukkan kemaluannya

terdakwa kedalam kemaluan saksi sudah 4 (empat) kali, namun baru yang ke-

4 (empat) bisa masuk ;

2. Saksi LATIFAH PUTRI SULUNG : (tidak disumpah).

- Bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap
saksi korban CINDY ADI MELINDASARI yang umurnya 5 (lima) tahun pada
hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 sekira pukul 10.00 wib. bertempat di
rumah saksi di Jalan Rinjani No. 13 Kelur:éhan .Campurejo, Kecamatan
Mojoroto, Kota Kediri :

- Bahwa terdakwa mencabuli Cindy sebanyak 4 (empat) kali tempatnya
dirumahnya saksi ;

- Bahwa terdakwa mencabuli saksi CINDY dengan memasukkan kemaluannya
kedalam kemaluan CINDY dengan cara CINDY tidur terlentang dan terdakwa
menyingkap celana dalam CINDY kemudian terdakwa membuka celananya
sendiri keatas bagian kanan sehingga kemaluannya keluar dan dimasukkan
kedalam kemalvannya CINDY dengan menindihnya ;

- Bahwa pada waktu terdakwa mencabuli dengan menyetubuhi, saksi korban
CINDY tidak ada yang mengetahui selain saksi karena dilakukan didalam

kamarnya saksi :
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- Bahwa saksi dengan kakak kandungnya sering bermain kawin-kawinan
tersebut kemudian te;'dakwa dan CINDY ikut-ikut bermain kawin-kawinan :

- Bahwa saksi dan teman-temannya sering melihat gambar pomo dan
menirunya ;

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan memasukkan kemaluannya
kedalam kemaluannya CINDY sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa tidak
melakukan pemaksaan dan kekerasan, pada waktu itu CINDY tidur-tiduran
dirumahnya saksi sambil main boneka dan tidak lama kemudian terdakwa
datang dan celana dalam CINDY dibuka sendiri oleh CINDY pada kejadian
pertama, kemudian CINDY tidur terlentang dan terdakwa posisi diatasnya dan
memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan CINDY berulang kali sampai
ke-4 (empat) kali ;

K .Saksi SRI WULANDARI : (disumpah).

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa maupun orang tuanya
karena bertetangga, sedangkan CINDY adalah ;nak saksi yang berusia 5 (lima)
tahun ;

- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2005 dan hari  Sabtu, tanggal
05 Maret 2005 bertempat di Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto,
Kota Kediri terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi yang
bernama CINDY ;

- Bahwa terdakwa umurnya masih 11 (sebelas) tahun dan sekolah SD Klas 1V ;

- Bahwa terdakwa dan CINDY setiap hari bermain bersama-sama karena
rumahnya berdekatan sebagai tetangga

- Bahwa saksi mendapat keluhan dari anaknya (CINDY) bila buang air kecil

merasa pedih kemudian dilihat oleh saksi ternyata vaginanya bengkak namun

saksi tidak menyangka kalau anaknya dicabuli ;

>
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si kemudian memeriksakan ke mantri kemudian diberi obat dan

akan terus kepada CINDY akhirnya CINDY memberitahu telah
bermain kawin-kawinan dengan terdakwa, selanjutnya saksi‘ melaporkan
kepada pamong tidak ada tanggapan kemudian melapor ke Polresta Kediri dan
I.angsung anaknya df Visum ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi  tersebut terdakwa tidak

keberatan / membenarkan :

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi CINDY yang berusia 5 (lima) tahun
sebanyak 4 (empat) kali dilakukan dalam bulan Pebriiari 2005, harinya lupa
sekira pukul 09.00 wib. bertempat dirumahnya PUTRI didalam kamar
di Jalan Rinjani No:- 13 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto,
Kota Kediri, dan yang ke-4 (empat) pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005
sekira pukul 09.00 wib. ;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi CINDY dengan maksud bermain
kawin-kawinan seperti PUTRI dan kakaknya yang bernama AKIP yang meniru
gambar dan VCD yang pernah dilihat bersamé'tcméﬁ-temannya 3

- Bahwa pada waktu melakukan permainan kawin-kawinan dirumahnya PUTRI
pada waktu itu orang tuanya PUTRI tidak ada yang ada cuma PUTRI dan
AKIP dan CINDY sedang bermain dikamarnya PUTRI ;

- Bahwa pada waktu bermain kawin-kawinan yang membuka celana dalamnya
CINDY yaitu CINDY sendiri dan kemudian terdakwa juga membuka
celananya sehingga kemaluannya terdakwa keluar dan menindih CINDY yang
tidur terlentang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan
keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum tertanggal 5 April 2005 maka Hakim akan
mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas tindak pidana yang
dilakukannya, oleh karena itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan

Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ;

L]

Menimbang, ......c..ocecerererrenns
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melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan A. ' jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Jo pasal 26 (1)

Undang—Undang No. 3 tahun 1992 tentang Pengadilan Anak :

Atau :

- Kedua : melanggar pasal 287 (1) jo pasal 64 (1) KUHP. Jo pasal 26 (1)
Undang-Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pengadilan Anak ;
Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk
alternatif maka Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat bagi perbuatan terdakwa
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; ¥
Menimbang, bal;;va dakwaan yang paling tepat diterapkan bagi perbuatan
terdakwa adalah dakwaan pertama yz;itu melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Jo paéal 26 (1)
Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
Menimbang, bahwa pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perhndungan Anak mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa,
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul ;

Unsur pertama : Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang “ menurut pasal 1 angka
16 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi.
Apabila dikaitkan dengan perkara ini serta dihubungkan dengan pasal 1 ayat | menyebutkan
bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur
8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delépan belas) tahun dan belum pernah
kawin, sedangkan yang dimaksud Anak Nakal menurut pasal 1 ayat 2 huruf a adalah anak

yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, ..................
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i-laki setelah ditanya oleh Hakim mengaku bernama

O+ JQHADI BIN SUHARTO yang menerangkan sceara jelas dan lancar tentang
identitas dirinya lernyata sesuai dengan identitas yang lercantum dalam Surat Dakwaan
Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, oleh karena itu terdakwa adalah
anak yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga sebagai subyek hukum patut bagi
terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukan sebagaimana

yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur « setiap orang «

terbukti terpenuhi ;

Unsur kedua : Qeg;gae_ég!zgalaw!;.l.@!,a_k_!.!_lsﬂ_r_l_,.ls.c.!_&_s:.!.'a-.sza_l.!wa_!_at_.la,ﬂ_x!saﬂzy_m Kkekerasan,

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian’ kebhohongan atan

membujulk_anak untuk melukukan perbuatan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang. bahwa unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila saluh suw
perbuatan dalam unsur tersebut terbukii terpenuhi maka unsur kedua terbukti terpenuhi pula
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan. cabul menurut  pasal
289 KVUHP. adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan
keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, nﬁsalnya cium-ciuman,

meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan scbagainya. Persctubuhan juga
masuk dalam pengertian perbuatan cabul :

: Menimbang, bahwa dari keterangan saksi CINDY ADI MELINDASARI, saksi
LATIFAH PUTRI SULUNG, saksi SR] WULANDARI serta adanya VISUM Et Repertum
atas nama CINDY ADI MELINDASARI bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Pebruari 2005
sckira jam 10.00 wib, saksi CINDY telah dicabuli oich terdakwa Prasetyo Rushadi bin
Suharto, dirumah saksi Putri di Jalan Rinjani No. 13 Kefurahan Campq\rejo, Kecamatan
Mojoroto, Kota Kediri :

Pada mulanya saksi korban, saksi Latifah Putri Sulung dan kakaknya bernama Akip serta
terdakwa melihat majalah pomo dan kaset VCD porno milik Fendik yang isinya seorang
laki-laki dan perempuan telanjang dan main kawin-kawinan, setelah itu terdakwa ingin

menirukan hal tersebut bersama dengan korban Cindy sedangkan saksi Putri bersama Akip,
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Sebelum kejadian, korban Cindy dan Putri sedang tidur-tiduran dikamar

oneka, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu celana korban Cindy
dibuka sendiri lalu korban tidur telentang, selanjutnya celana terdakwa ditarik keatas sebelah
kanan kemaluannya keluar lalu naik keatas korban dengan posisi tengkurap terus
memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban. Perbuatan tersebut oleh
terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dirumah saks; Putri, perbuatan Yang pertama
menurut terdakwa, kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang belum bisa masuk ke kemaluan
korban Cindy, demikian pula untuk perbuatan kedua dan ketiga, dan pada perbuatan yang ke-

4 (empat) barulah kemaluan terdakwa bisa masuk ke kemaluan korban Cindy dan kemaluan

terdakwa terasa hangat ;

yang ada dalam majalah dan kaset VCb porno, dimana sebenarnya terdakwa tidak tahuy
perbuatan tersebut adalah dilarang dan menimbulkan akibat- luka pada kemaluan korban,
selain itu terdakwa masih anak-anak tidak tahu kalau perbuatan tersebut hanya boleh
dilakukan oleh orang dewasa saja ;

Menimbang, dari keterangan saksi Sri Wulandari selaku lbu korban bahwa saksi
sama sekali tidak mengira kalau terdakwa telah melakukan persetubuﬁan dengan anaknya,
saksi baru tahu ketika korban Cindy mengeluh kalau kemaluannya sakit / pedih saat buang air
seni / kencing, setelah saksj melihat kemaluan korban temyata bengkak tapi saksi tidak tahu
penyebabnya kemudian korban saksi periksakan ke mantri Sukidi di Kelurahan Campurejo
Kediri dan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2005 saksi diberitahy oleh orang tua terdakwa
kalau anaknya yaitu terdakwa pemnah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yang
bernama Cindy yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan ibu terdakwa pernah memergoki
perbuatan tersebut satu kali. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2005 saksi
melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Kediri lalu bersama anggota Polisi pergi ke
Rumah Sakit Bhayangkara Kediri untuk memeriksakan anak saksi dan meminta visum,
hasilnya selaput vagina anak saksi telah robek dan saat ini korban sudah tidak merasakan sakit

lagi pada kemaluannya :

B Menimbang, ...................
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- Rambut kemaluan dalam batas normal ;
- Puncak kemaluan dalam batas normal ;
- Kelentit dalam batas normal ;
- Bibir besar dalam batas normal g
- Bibir kecil dalam batas normal ;
- Robekan terjadi pada semua lingkaran selaput dara kecuali sekitar pukul tiga dan tuju,
Secret vagina posisit, bengkak negatif, memar negatif ;
Kesimpulan : “

Pernah terjadi poersetubuhan dengan benda lumpul yang mengakibatkan robekan
selaput dara jenis robekan sudah sembuh ,

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas terdakwa telah melakukan
perbuatan cabul b;:rupa memasukkan alat kelamin / kemaluan terdakwa ke dalam Jubang
vagina / kemaluan saksi Cindy Adi Melindasari sehingga saksi Cindy mengalami luka robek
pada ;emqa lingkaran selaput dara kecuali sekitar pukul tiga dan tujuh, oleh karena itu unsur

kedua terbukti terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim
berpendapat bahwa pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal 64 ayat 1
kUHP. sebagai berikut :
Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP. mengatur tentang perbuatan yang
diteruskan yang menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :
a. Harus timbul dari satu niat ;
b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya

¢. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa

melakukan perbuatan cabul berupa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagind saksi
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asari sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya terjadi pada bulan

rumah saksi Putri d; Jalan Rinjani, Kelurahan Campurejo, Kecamatan

terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat | Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, menurut Hakim pasal inj merupakan lamanya pemidanaan Yang dijatuhkan

kepada anak naka] Yaitu paling lama % (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara

bagi orang dewasa :

meyakinkanm  bersalaly melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama
Penuntut Umum, oleh karena itu Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntu
Umum yang menyatakn terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
diatur dalam pasal 287 (1) Yo pasal 64 (1) KUHP. Jo pasal 26 (1) [}ndang-Undang No. 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang. bahwa karena perkara ini adalah perkara anak maka Hakim dalam
menjatuhkan pidana kepada terdakwa supaya mempertimbangkan selain aspek yuridis
sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, juga harus mempertimbangkan beberapa aspek

yang akan dipergunakan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada

terdakwa yaity -
I. Aspek kejiwaan / psyche ; i;
2. Aspek !ingkungan/miﬂicu :
3. Aspek pendidikan / education :
4. Aspek taat pada agama / religius ;

Ad.1: Aspek psyche / kejiwaan,

Menimbang, bahwa tevhadap aspek kejiwaan terdakwa, menurut Hakim masih dalam
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berikut :

akwa dapat diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan
2. Faktor dominan sebagai penyebab terjadinya perbuatan cabul adalah -
a. Faktor Pribadi.
Ketika klien / terdakwa akan menghadapi masa puber tidak ada yang
mengarahkan dan mendukungnya dengan pengetahuan dan pendidikan agama
sehingga fatal bagi perkembangan jiwa klien / terdakwa :
b. Faktor keluarga,
Keluarga dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan pengasuhan sehingga
kurang memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap Kiien / terdakwa ;
¢. Faktor lingkungan,
Peréaulan klien selama ini berteman dengan anak yang usianya lebih dewasa,
sehingga ketika terdapat sesuatu yang semestinya belum boleh dikonsumsi
oleh anak-anak (nonton VCD / majalah porno) klien bisa memperolehnya
tanpa ada yang memberikan pengarahan dan bimbingan ;

3. Pada saat dilaporkan ke Polresta Kediri tanggal 6 Maret 2005, klien baru berumur
10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan 9 (sembilan) hari serta beium menikah sehingga
berdasarkan pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 3 tahun 1997,
klien dapat diajukan dalam sidang Pengadilan Anak ;

4. Meskipun dapat digolongkan sebagai anak naks‘ll. namun klien merupakan generasi
muda yang masa depannya sangat dibutuhkan tenaga dan pikiran, oleh karenanya
klien masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari semua pihak untuk
menyelamatkan potensi yang ada pada dirinya ;

5. Keluarga masih sanggup untuk mengasuh, mendidik dan mengawasi_demi ma'sa depan
klien, begitu juga pihak pemerintah setempat siap membantu kearah yang lebih baik ;

Saran-saran :
1. Berdasarkan pasal 24 dan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang RI. No. 3 tahun 1997,

dalam memutuskan perkara anak seyogyanya diberikan / dijatuhkan tindakan berupa

mengerbalikan ...
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b/;-ikzm kepada orangtua, wali atau oranglua asuh, dengan pertimbangan :

I ';masih sangatlah muda (10 tahun 7 bulan 9 hari) yang masa depannya

masih sangatlah panjang dan masih bisa diarahkan serta klien masih ingin

melanjutkan sekolah ;

b. Klien masih diberikan kesempatan berkumpul dengan keluarga atau
lingkungan masyarakat dan dalam Jjangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh
Hakim, klien tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing
Kemasyarakatan BAPAS Kediri :

2. Namun apabila alternatif tersebut tidak memungkinkan karena pertimbangan lain,
seyogyanya klien dapat dijatuhi Tindakan berupa menyerahkan kepada Departemen
Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan,
pembinaan dan latihan kerja (sesuai dengan pasal 24 ayat 1 butir ¢ Undang-Undang
RI. No. 3 Tahun 1997 dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Klien dapat menambah pengetahuan di bidang ketrampilan untuk bekal di
masa depan ;

b. Secara pshycologis hal tersebut lebih baik bagi perkembangan pribadi klien
daripada diserahkan kepada negara sebagai Anak Negara ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ayah kandung dan

ibu tiri terdakwa yang menyatakan masih sanggup untuk mengasuh dan mendidik serta

memperhatikan kebutuhan hidup terdakwa sehingga terdakwa dikelak kemudian hari menjadi
anak yang baik didalam masyarakat. Selain ity orang tua tf\:rdakwa telah lﬁcmcnuhi
permintaan orang tua korban agar terdakwa dipindahkan dari Sekolah Dasar Campurejo,

-Mo_joroto, Kediri dan sekarang terdakwa sudah tercatat sebagai siswa di SD. Sukorame,

Kediri, juga orang tua terdakwa akan berusaha untuk pindah rumah dari kontrakan semula ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam diri terdakwa tidak
diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan
terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu harus dinyatakan
mampu mempertanggung jawabkan secara hukum atas lindak pidana yang dilakukannya

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

2

Menimbang. ....................
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bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa,

;dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban kelak dewasa ;
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban juga terdakwa ;
Hal-hal yang meringankan :
]. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akibat pengaruh lingkungan sekitarnva
sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin meniru apa yang dilihatnva, padahal
perbuatan tersebut sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh terdakwa yang masih dalam
usia dibawah umur ;
3. Pihak korban hanya menuntut agar terdakwa dipindahkan dari sekolahnya dari
SD Campurejo Kediri dan hal tersebut sudah dipenuhi oleh orang tua terdakwa ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;
Menimbang, bahwa dari hal-hal terscbut diatas maka Hakim memandang cukup adil
dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;
Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bérsalal‘ll' dan dijatuhi hukuman
maka terdakwa harus dibebani untuk membayat biaya perkara ;
Mengingat akan pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo pasal 64 (1) KUHP, Jo pasal 26 (1) Undang-Undang Na. 3 tahun 1997
tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat | dan pasal 1 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 3
‘tahun 1997, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI : et

Menyatakan terdakwa PRASETYO RUSHADI BIN SUHARTO dengan
identitas tersebut, terbukti  secara sah  dan meyakinkan  bersalah melakukan
tindak pidana : “ DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL

SECARA BERLANJUT “ ;
-—-“—‘_~_,___“_

Menjatuhkan ...
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Menjatuhkan B&Iﬂnycrhudup terdakwa tersebut diatas oleh karcnanya  dengan
pidana penjara selama : 4 (EMPAT) BULAN dan DENDA scbesar Rp.100.000,00
(seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama : | (SATU) BULAN

Menetapkan  bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila
dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim  karena terpidana sebelum lewat
masa percobaan selama : 8 (DELAPAN) BULAN berakhir telah bersalah melakukan
perbuatan pidana vang dapat di hukum ;

Menetapkan Visum Et Repertum tetap terlampir dalam berkas perkara :

Membebankan kepada  terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang'terbuka untuk umum pada hari
KAMIS, TANGGAL : 7 JULI 2005, oleh kamj - INDRIA MIRYANI, S.H,
selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh MUSRIPAH S.H. Panitera Pengganti. dihadiri
oleh SRI HARTINI, S.H. Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dengan (Iidnmpingi oleh

orang tua terdakwa dan Petugas Balai Pemasyarakatan Kediri.

PANITERA PENGGANTTI, HAKIM,
MUSRIPAH, S.H. INDRIA_MIRYANI, S.H,

Unta® Salnan Yang Sama Bnnyinyn
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JLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
i DAERAH JAWA TIMUR
RESORT KOTA KEDIRI
J1. Brawijaya No 25 Kediri 64123

Kediri, 19 Maret 2005

No.Pol. . B/ 496 / 111/ 2005 / Polresta
Klasifikasi  : BIASA

Lampiran : Satu bendel

Perihal : Permintaan bantuan untuk

Mengadakan Litmas
Kepada

S Yth. KEPALA BAPAS KEDIRI
di

Kediri

i Rujukan Laporan Polisi No.Pol. : LP/ 71/ III /2005/Resta Kdr tanggal 06
Maret 2005, tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

2Z. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mengingat tersangka masih berusia
dibawah umur, untuk itu dapatnya dilakukan Litmas kepada :

Nama : PRASETYO RUSHARDI

Umur : 11 Tahun

Pekerjaan : Pelajar SD

Alamat : JLRinjani No.19 Kel.Campurejo Kota Kediri

3. Adapun hasil Litmas sangat diperlukan guna kelengkapan Berkas Perkara,
untuk itu hasil tersebut dapatnya segera kami terima, atas kerjasama yang baik
disampaikan terima kasih.

4. Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan :

1. Kajari Kediri
2. Ketua PN Kota Kediri
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All JAWA TIMUR
RESOKY KOTA KEDIRI

_ MODEL : B
|<eiahatan
Palanggaran : Yang diterima
PROISTITIA 1.ain-iain
s LAPORAN-POLIST
Mo, REG, ¢ LP/..?.L./.....;. ZL...1 2005/ Resta 1Kdr '
YANG MELAPORKAN ¢
L. Nama @ SRI WULANDAR] < Uiaur @ 41 tahun 3. Kelamin : Pereampuan ;
4. Sui bangsa (JAND, 5. Warga negara ! INDOMESIA %, Pelerjaan :lbu Rumah Tangga,

7. Amant L Pintanl 21 Vel Campurejo Mojerote Kedir Kdr

£
e
PERISTIWA YANG DILAPORKAN :
1. Waktu Kejadian tHarl SELASA Tangoal 01-02-2005 Jam 8:55:00 WIB
2. Tampst Kejadlan 1 3% Pinjanl Kel. Campurejo ,Mojoroto ,Kedirl
3 Opa yang tarindi 1 Pancabulap Anak dibawah Urnur
Slapa a. Malaku tNama PRASETYO , Umwur L1, tahun, Kelamin Lakl-Laki,
Pelceriaan Palajar , Alamat Jl. Rinjanl No. 19 Campureio Mojoroto Kdr,
I Freban tMama SINDY AL MELINDASARL, Umur S tahun, Kelamin Perempuan
ielcarjaan lkut orang tua. Alamat Ji. fjimani 21 Kel, Campurejo Mojoroto Kdr.
4. Baaalinana ter |adi t Sepert! Liralan dibawah int. ,
S, angian 20
5, Dlaporksn pada hsri 1 MINGGU Tanggal 06-03-2005 Jam 16:0:00,
TIPS A, HiaMA BoN ALAMAOT SAKSI-SAIKS]
L. Hama - . Umur O tahun,  Kelamin Lakl-Lakl,

Paliarjaan -, Namat -
LpAgal ) JRY FUHP S, < fdama - . Uinue 3 tabun,  Relamin Laki-Lakd,
LI fsnle 211 AT tantang  Pekarfaan -, slamat -
ANNai,

BANANG BUIK ] ¢ URALAN SINGKAT KEJADIAN !

Haslt Wt BLPeportirn Pada harl Salass, tangga! 01 Pebruzrl 2005 sekira Jam 08, 55 Wib i JI. Rinjan
riatid viter, i“el. Campurejo Kec, Mojoroto teiah terjadi pen- cabulan anak dibawah umur, awa

kajadian lbu lkorban mengetahul anak parempuanya buang alr kedl sakit dan
Lemalusnya beng- kak oleh Ibu korban dikira benglak dar luka / borok , setelah
mendapat katerangan darl orang tua pelaicu bahwa korban parnah dicabull
” sebanyal. 6 liall olah palaly dengan lcajadian tersebut diaporican ke Poresta
A Hadir,

Pelmee £ Pangacki membenarkan keterangannya kemudian membubudy tanda tangan.

0 " EMD

" 7
- B

MHOQALL 1 AHG IGMBN. @ MENERIMB LOPORAN, MEMINTAKAN VISUM LAMIUT RESKRIM.

N,

Kadir,06-03-2005

rang meneris

TA KEDIR]

P 36120251
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

WILAYAH KEDIRI
RESORT KOTA KEDIRI
PRO JUSTITIA:

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

--—- Pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan Maret tahun 2000 Lima sekira pukul 10.00 Wib.saya :--------—

..... SUNARYO - =

Pangkat Aipda,Nrp.66010175, jabatan sebagai penyidik/ Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas
telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang belum saya kenal bernam ;e---eeeeee-e-

PRASETYOR 1 Bi TO

Lahir di Kediri, 24 Juli 1994,Umur 11 tahun, agama Islam,pendidikan SD kelas IV, Pekerjaan belum
bekerja,Kewarganegaraan Indonesia/jawa, tempat tinggal Jl.rinjani No.19 Kel.Campurejo Rt 17 Rw 04
Kec.Mojoroto Kota Kediri , dengan didampingi oleh ibunya:

ITI AIKAH

Lahir di kediri 2 Juli 1972, Umur 33 tahun,Agama Islam,Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan

SLTP,Kewarganegaraan [ndonesia/jawa,Alamat Jl.Rinjani 19 Kel.campurejo Rt 17 Rw 04 Kec.Mojoroto
Kota Kediri. :

------ Ia diperiksa dan didengar ketéranganya sebagai tersangka datam perkara tindak p[idana Perbuatan
\/ cabul sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 (2)Subs 290 ke 2 KUHP Subs pasal 82 UURI No.23 tahun

2002 tentang perlindungan anak, sehubungan dengan laporan Polisi No.pol:LP/71/111/2005/resta
Kdr,tanggal 6 Maret2005. '

------ Didalam pemeriksaan pemeriksa dengan cara tanya jawab yang diperiksa menjawab dan
memberikan keteranganya sebagai berikut :

PERTANYAAN : JAWABAN:

01. Apakah sdr.pada saat sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan.
akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya?. :

-+------ 01.Ya saya pada saat sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia
diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

P
02. Apakah sdr. dalam pemeriksaan ini ingin didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara?-----=----

-------- 02. Saya dalam pemeriksaan ini tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara,
dan saya hadapi sendiri, saya hanya ingin didampingi oleh ibu saya SITI YULAIKAH. -

03. Apakah Sdr.pernah dihukum atau terlibat perkara 7

-------- 03. Saya belum pernah dihukum sama sekali.

04. Ceritakan riwayat hidup Sdr.secara singkat dan jelas ?

P ------- 04. Saya anak pertama dari seoran ibu bernama SRI RUSTIANI(Almarhum) dan bapak
. bernama SUHARTO yang berkerja di PT Gudang Garam, saudara kandung saya bernama

; P W ERWIN SAFARUDIN,Ik,5 tahun, (ikut nenek saya di Kel.Campurejo), Ibu saya SRI
b, RUSTIANI meninggal tahunm 2002 karena sakit, dan tahun 2003 ayah saya kawin dengan

Tbu SITI YULAIKAH. dan sekarang sava ikut bapak sava dan ibu SITI YULAIKA . ------=
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05. Mengertikah Sdr.diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini 7

-------- 05. Ya, saya mengerti yaitu sehubungan saya main kawin-kawinan(melakukan perbuatan
' cabul) dengan Sdri CINDY,Pr, Umur 5 tahun, alamat Jlrinjani 21 Kel.Campurejo-
Kec.Mojoroto Kota Kediri. ‘
06. Kapan dan dimanakah sdr melakukan perbuatan cabul(kawiri-kawinan) dengan sdri CINDY tersebut?
------ 06. Untuk waktu kejadianya yaitu : 'v/
/  aPertama pada hari lupa bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 wib di rumah Sdr
PUTRI,Pr,umur 6 tahun.

\/  b. Kedua pada hari lupa bulan Pebruari 2005 sekira jam 09.00 Wib. di rumah Sdri.
PUTRI. Di JL.rinjani Kel.Campurejo Kota Kediri
J ¢ Ketiga pada hari lupa bulan Pebruari2005 sekira Jjam 09.00 wib di rumah Sdri.PUTRI,di
JL.Rinjani Kel.Campurejo Kec.Mojoroto Kota kediri.

.
Ik Keempat pada Senin 28 Pebruari 2005 sekira jam 09.00 Wib di rumah Sdri PUTRI di
- JL.Rinjani Kel.Campurejo Kec, Mojoroto Kota kediri.

07. Siapakah yang mengetahui pada waktu Sdr, melakukan perbuatan cabtﬂ(kawin-kawinar_:) dengan Sdri
CINDY tersebut? = '

cinsanes 07, Yang mengetahui langsung pada waktu ity adalah AKIPlkumur 8 tahun dan -
' PUTRIPr,Umur 6 tahun, alamat JL.rinjani kel.Campurejo Kec.Mojoroto Kota Kedirj, —---

08. Sewaktu Sdr.melakukan perbuatanm cabul dengan CINDY di rumah PUTRI tersebut, Apakah orang
tuanya PUTRI berada dirumah ?

-------- 08. Sewaktu saya melakukan perbuatan cabul dengan CINDY dirumah PUTRI tersebut orang
tuanya PUTRI tidak ada dirumah, - -

09. Saudara mengatakan pada wakty melakukan perbuatan cabul ‘dengan CINDY, siapa yang ada
dirumah PUTRY tersebut jelaskan ?, .

------ = 09. Pada waktu itu sewakty melakukan perbuaian cabul yang ada cuma CINDY, PUTR] dan
kakaknya PUTRI yang bernama AKIP,

10. Sewaktu Sdr.melakukan perbuatan cabul dengan CIND?, siapakah yang membuka celana dalam
CINDY 7Jelaskan ! :

11. Bagaimana cara Sdr.melakukan perbuatan cabul (kawin-kawinan) dengan CINDY tersebut ?--eeeeeee-

i

juga membuka celana dalamnya sendiri, kemudian saya posisi tengkurap diatas badan
CINDY, setelah itu kemaluan saya, saya masukan kedalam kemaluan (G150 D) gEmem— -
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12. Sewaktu kemaluan Sdr.masuk kedalam kemaluan CINDY bagaimana perasaan Sdr(bagaimana
rasanya) jelaskan?

--—----- 14. Pada waktu kemaluan saya masuk ke kemaluan CINDY itu, kemaluan saya terasa hangat.-

15. Sewaktu kemaluan Sdr.masuk ke kemaluan CINDY bagaimana keadaan CINDY pada waktu itu?-----

-------- 15. Pada waktu itu CINDY hanya diam saja .
16: Apa yang mendorong Sdr.sehingga melakukan perbuatan cabul dengan CINDY tersebut?------ceeeeemee
-------- 16. Yang mendorong saya melakukan perbuatan cabul(kawin-kawinan) dengan CINDY

tersebut, adalah karena saya dan CINDY sebelumnya melihat gambar porno Yang ada
dirumah PUTRL -

17. Milik siapakah gambar porno yang Sdr lihat dirumah Sdr.PUTRI tersebut ?
-====== 17. Gambar porno itu miliknya kakaknya LINDA yang sekarang berada di Sumatra.-----—ee---

18.Gambar porno yang sdr. lihat dengan CINDY dirumah PUTRI itu gambarnya apa saja dan berapa
lembar jumlahnya ?

e 18. Gambar pomno itu bergambar orang laki-Jaki dan perempuan telanjang dan bermain kawin-
kawinan, sehingga saya dan CINDY menirukan yang ada digambar tersebut.-----eeeeeeeeeeee

19. Selain gambar porno itu, apakah Sdr pernah melihat gambar-gambar porno lain?

-==---—19. Selain gambar porno, saya juga pernah memutar dan melihat kaset VCD porno yang isinya
orang laki-laki dan permpuan telanjang dan main kawin-kawinan .

20. Milik siapakah kaset VCD porno yang Sdr.putar dan Sdr.lihat tersebut dan dimanakah Sdr.sewaktu
memutar kaset tersebut ? ‘

-------- 20. Kaset tersebut milik Mas FENDIK, Ik, 15 tahun,alamat kel.campurejo Kec.Mojoroto Kota
Kediri, dan memutarmnya dirumah nenek saya (MBAH SURAT) alamat Kel.Campurejo,
dan saya melihatnya bersama Mas FENDIK, CRISTEN,Pr, 11 th, INDAH,Pr, 10 Th,
SUSLPr, 11 tahun, dan LEVI,Pr) alamatnya Kel.Campuirejo Kec.Mojoroto Kediri.-—---—

21. Sewaktu sdr. melakukan perbuatan cabul dengan CINDY itu, Sdr dan CINDY memakai pakaian apa?

----=-=- 21. Waktu hari Senin 28 Pebruari 2005 itu saya memakai celna selutut warna oranye dan kaos
) lorek warna oranye. -

22. Apakah sdr dengan sdr.CINDY sudah kenal dan ada hubungan famili ?

=-=====- 22. Saya dengan CINDY sudah kenal sebagai tetangga dan teman bermain,tetapi tidak ada
hubungan famili atau keluarga . -~

23. Masih adakah keterangan lain dan apakah semua keterangan Sdr.benar ?

-------- 23, Keterangan lain tidak ada dan semua keterangan saya benar.

24, Apakah sdr.merasa dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan ini ?

P ----- --- 24. Saya tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh siapapun,
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----mee- Setelah Benta Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat dibacakan kembali kepada yang diperiksa
dengan bahasa yang dimengerti, setelah setuju dan membenarkan semua keteranganya untuk
menguatkanya membubuhkan tanda tanganya dibawah ini :--

Yang diperiksa
i
PRASETYO RUSHARDI Bin SUHARTO
Pendamping

D’ 0
| MX sy

-

SITI YULAIKAH

------- Demikian Berita acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya,atas kekuatan sumpah jabatan
ditutup dan ditanda tangani di Kediri, tanggal 10 bula& Maret tahun 2000 Lima.

Penyidik/Pgnyidik Pembantu

RYO
66010175

AIPDA
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BALAT PEMASYARAKATAN KEDIR]
I1. Penanggungan No. 19 Kediri Telp, 0354.( 773260 ».

Kediri, § Jun{ 2005

Nomor : W10, E20 - PK. 04, 07- 923 Kepada Yih.:

Ketua, Pengadilan - Negeri
Kediri o
Cq. Hakim Anak an. kijen :
PRASETYO  RUSHARDI bin
SUHARTO,
di-

KEBBI R

SURAT l'l‘INCAN'I'AR_

Dengan Hormat disampaikan :

0] T OFENIELASAT JUMLAH L KETERANGAN |
I Pcncﬁlia‘n*}zcmasyamknmn untuk  Sidang 'l.—(-s?m-_ Lm—rl;;n_u:nu—hrﬁb_u-rm_
Pengadilan Negeri Kediri atas nama klien : ndal Kepala Kepolisian Resort
“PRASETYO RUSHARDI, 11 Tahun | Kota Kediri
Alamat:J1.Rinjani 19 Kel.Campurejo Kediri. Tgl 19 Maret 2005,
Dengan keicngkapaq: ) i No.B;‘.?%/i[I}2OOS/POIresla
Folo copy Kutipan Akta Kelahiran. Dengan harapun -
Foto copy Surat Keterangan Sekolah. Setelah  diputus  mohon
BAPAS Kediri dikirim
| : tembusannya. '
L__Jx._ﬁ__i_ﬁ_'_ﬁ—u_**_h_ TS A O

Tembusan Kepada Yii, - BAPAS KEDIR], ©&—
I.Kepala Kejaksaan Negeri Kediri
Cq.Jaksa Penuntut Umum
klien an.
PRASETYO RUSHARDI bin \ QY ARYANTO,BcIP,SH
SUHART: J, 4
di- KEDIRI,

2. Kepala Kepolisian R sort Kota Kedirj.
di- KED!I"(f.(’lnnpn lampiran)

RSIP,
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BALAI PEMASYARAKATAN( BAPAS)
L o b 1

RAHASIA
PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK SIDANG PENGADILAN NEGERI

NO. DAFTAR : 37/ An/ PN /111/2005.
PERKARA : PENCABULAN.

KLIEN

NAMA : PRASETYO RUSHARDI bin SUHARTO.

TEMPAT/TGL. LAHIR : KEDIRI, 26 JUL! 1994,

ALAMAT . JLRINJANI 19 Kec. CAMPUREJO, KOTA

KED LR
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* DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.1
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
BALAI PEMASYARAKATAN KEDIRI.

JL. PENANGGUNGAN No. 19 KEDIRI : MODEL : BK. 4

Telp. :

1L

(0354) 773260 .

RAHASTIA
PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK
SIDANG PENGADILAN NEGERI
Nomor Daftar : 37/An/PN/ III /2005.
Perkara . Pencabulan.

PENDAHULUAN :

Penelitian Kemasyarakatan ( Litmas ) ini memenuhi permintaan dari Polresta Kediri
tanggal 19 Maret 2005 Nomor. B/296/I11/2005/Polresta dengan tujuan untuk
mengungkapkan atau menemukan faktor penvebab utama atau ‘penyebab lain yang .
mengakibatkan timbulnya perbuatan cabul dun menyebabkan pelanggarar_: hukum bagi
klien. :

Dengan terungkapnya faktor penyebab tersebut dan didukung data yang diperoleh
petugas akan mempermudah mengemukakan saran atau rekomendasi yang dapat
membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara
anak nakal sc .agaimana diatur dalam pasal 34 ayat ( 1) huréfa UU R.1 Nomor 3 Tahun
1997 . :

Sejalan dengan hal tersebut laporan Penelitian Kemasyarakahh ini berisikan data
individu anak,keluarga,pendidikan, kehidupan sosial anak serta bebcrana aspek yang
demikian mempengaruhi proses dan pola kehidupan anak .

Pada akhir laporan Penelitian Kemasyarakatan ini akan dibuatkan resume atau
kesimpulan dan s:;ran scbagai hasil analisa data dan harapan agar - saran atau
rekomendasi yang disampaikan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam
menjatuhkan putusan ( hukuman atau tindakan ) sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan
pasal $9 UU R.1 Nomo 3 Th. 1997,

IDENTITAS
A. KLIEN ‘
. NAMA . PRASETYO RUSHARDI bin SUHARTO .
2.. TEMPAT TGL.LAHIR : Kediri, 26 Juli 1994 ( 11 Th).
3. JENIS KELAMIN . Laki-laki . R
4 PAGAMA +Istam.
5. BANGSA /SUKU : IND/JAWA .
6. PENDIDIKAN .. SD Kelas 4,
7. PEKERJAAN . Pelajar.
8. STATUS PERKAWINAN : Belum kawirn .

9. ALAMAT + JI. Rinjani 19 Kel. Campurejo,Kota Kediri .
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II.

B. ORANG TUA :

e A .
aNAMA S HARTO,
b. TEMPAT TGLLAHIR/UMUR: 33 Th.
¢. JENIS KELAMIN . Laki —laki.
dAGAMA . Islam .
e. BANGSA / SUKU . Indonesia / Juwa.
. PENDIDIKAN - » CSLTP.
8. PEKERJAAN . Swasta. ;
hALAMAT : JL.Rinjani 19 Kel.Campurejo,Kota Kediri.
i. KETERANGAN . Ayah Kandung '
PR
aNAMA 2 SITI YULAIKAH .
b. TEMPAT TGL. LAHIR +33Th,
c. JENIS KELAMIN : Perempuan .
d AGAMA :Islam, :
e. BANGSA /SUKU : Indonesia / Jawa -
i, PENDIDIKAN : SLTP. "5
g. PEKERJAAN :
hALAMAT JI Rinjani 19 Kei. (,ampuruju Kota Kediri.
i. KETERANGAN RO I N
MASALAH

Polresta Kediri tidak melakukan penahanan ie-hadap klien dikarenakan beberapa
pertimbangan,salah satunya karena klien masih ducuk dikelas 4 SD Campureje II Kediri
dan sampa. saat ini masih meneruskan sekolah. . .

Klien dilaporkan oleh keluarga korban ( tgl.6 Moret 2005 ) karena diduga melakukan
tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuannya berumur 5 th yang bernama

SINDY ADI MELINDASARI, sehingga perbuatannya tersebut dapat diancam pasal 287
(2) Subs. 290 ke 2 KUHP.

A,

LATAR BELAKANG PERBUATAN DAN FAKTOR PENYEBAB -
TERJADINYA MASALAH :

L2

Faktor dominan klien melakukan perbuatan cabul terhadap SINDY (korban)
karena terpengaruh / terinspirasi VCD porno dan majalah porno yang pernah ia
lihat bersama teman-temannya,

Sejak ibu meninggal dunia, pada Th 2004 oieh ayahnya : klien dan adiknya
dititipkan dirumah nenek (Surat, 60 th) di Dis. Campurejo XI Kediri .

Karena sudah tua nenek klien sulit mcngontrol dan mengawasi tingkah laku klien
yang kenakalannya diluar kewajaran anak seusianya.

Oleh karena itu klien dalam memilih teman bergaul cenderung kurang bisa
membedakan mana teman baik dan yang kurang baik .

Lingkungar rumah / tempat tinggal saat itu di Ds. Campurejo X1 Kediri (Th.2004)
kurang mendukung untuk tumbuh kembangnya klien secara baik dan normal,
mengakibatkan  klien krisis rohani dalam bentuk kasih sayang, perhatian dan
pengawasan, hingga klien terjerumus dalam masalah pencabulan ini .
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B. URAIAN SINGKAT "I;ERJADINYA, MASALAH :

€.

.Menurut pengakuan klien ketika diwawancarui petugas Bapas Kediri bahwa :
-Klien dan temannya (Putri,6 Th, Akib,8 Th, Cindy,5 Th) sering bermain bersama di

rumah keluarga Putri yang sehari-harinya rumah tersebut dalam keadaan sepi karena

ayah Putri bekerja sementara saudara lain sering main kerumah tetangga (Akib dan

Putri saudara sekandung)

Sepulang dari mengaji di TPA, klien sering menghabiskan hari-harinya bermain’ di

rumah Putri sambil menanti waktu sekolah siang tiba. Karena sering bermain di sana

suatu hari Putri memperlihatkan sebuah majalah porno milik kakaknya yang sudah

menikah dan finggal di luar Jawa(Sumatra), untuk dilikat bersama ke tiga anak

tersebut (Putri,Akib,Sindy) kemudian Akib mengusulkan kepada teman-temannya .
tersebut untuk meniru adegan kawin-kawinan yang ada dimajalah tersebut dan teman

yang lain + klien menurut saja. Akib berpasangan dengan adiknya sementara Sindy

berpasangan dengan klien. Selanjutnya perbuatan cabul itu terjadi dengan cara Sindy -

menyingkapkan rok dan melepas celana dalamnya sendiri dan klien menarik
celananya keatas hingga kemaluannya keluar kemudian klien posisi tengkurap diatas
badan Sindy dan kemaluan klien dimasukkan kedalam kemaluan Sindy

Dalam melakukan perbuatan cabul tersebut untuk yang pertama sampai ketiga kalinya
kemaluan klien tidak bisa masuk kedalam kemaluan Sindy tetapi untyk yang keempat
kalinya kemaluan klien bisa masuk ke dalam kemaluan Sindy (tanpa mengeluarkan
sperma).

Sementara * 1 pasangan Akib dan Putri adiknya, melakukan perbuatan cabul juga.
Peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi sekira bulan Pebruari 2005 pagi hari.
Setelah itu Sindy mengeluh pada ibunya ketika ia kencing terasa perih kemudian
ibunya melihat kerialuan Sindy ternyata disebelah bibir kemaluannya terdapat borok
keeil, ibunya menganggap hal tersebut biasa-biasa saja. Namun karena Sindv_<ering
rewel dan gelisah maka ibunya menanyakan hal tsb kepada Sindy dan Sindy dengan
agak ketakutan menceritakan peristiwa tersebut meskipur agak kurang jelas.

Karena takul,emosi dan gelisah orang tua Sindy memeriksakan anaknya ke Bidan
(B.Yeyen,Campurejo) dan Bidan menyarankan untuk periksa ke RS, Bhayangkara
Kediri, Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan maka setiba dirumah orang tua Sindy
dan keluarga lainnya sepakat untuk melaporkan perbuatan klien (yang masih tetangga
sebelah rumah) ke Polresta Kediri untuk mendapatkan keadilan hukum.

AKIBAT YANG DITIMBULKAN :

i, Terhadap diri klien :

Klien harus berurusan dengan pihak yang berwajib untuk mempertanggung
jawabkan perbuatannya, meskipun tidak dilakukan penahanan oleh Polresta
Kediri namun klien agak menderita batin dan dicemooh oleh teman sekolah
maupun teman sepergaulan. :

2. Terhadap Keluarga :

Keluarga klien sapgat prihatin dan malu terhadap masyarakat sekitar, lebil:-
lebih korban rumahnya berdempetan dan pada akhirnya tetangga sekitar agak
sinis terhadap keluarga klien setelah kejadian tersebut. :

~
Terhadap korban :

L2

Keluarga korban merasakan akibat perbuatan klien, anaknya saat itu menjaiii
trauma, menanggung aib dan menjadi perbincangan dilingkungan masyarakat.

4. Terhadap lingkungan masyarakat sekitar (tempat ke|a ian )
Prihatin dan menyesalkan atas peristiwa yang terjadi dimana anak yang
usianya sangat muda, tingkat kenakalannya sudah melampaui batas dan
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masyarakal sekilar agaknya sinis terhadap keluarga klien karena diangga)
tidak bisa mendidik anak _ i :

IV, RIWAYAT HIDUP KLIEN.

A. Riwayat Pertumbuhan klien :

.

Menurut pengakuan keluarga, klien dilahirkan di Kediri oieh seorang ibu yang
bernama Sri Rustiani dalam keadaan normal _ Klier dan adiknya mendapat
pengasuhan dari ibu kandungnya sampai tahun 1992 dikarenakan pada tahun
itu ibu meninggal dunia karena sakit, Selanjutnya cleh ayah klien pengasuhan
2 orang anak tadi dialihkan dirumah nenek (B.Surat, 60 th) di Desa Campurejo
Xl Kediri. :

Desember 2004 klien bary diboyong / dizsuh sendiri bersama isteri barunya
menempati rumah mertua di jI. Rinjani 19 Kel.Campurejo,Kota Kediri sampai
sekarang .

. Riwayat Kesehatan

Kesehatan klien secara umum normal dan pernah step ketika masih balita dan
setelah itu belum pernah menderita suatu penyakit yang kronis maupun
penyakit menular hanya penyakit ringan ( batuk, flu dan panas),

Saat ini kiien sehat-sehat saja. - '

Jiwayat Pendidikan :

I. _Disekolah -

Klien mengenyam pendidikan formal TK 2 tahun dan saat inj -
klien duduk di SD Campurejo kelas 4 ( terlampir ),

Prestasi klien sedang-sedang saja, dimata Kepala Sekolah dan
pengajar (SD. Campurejo 11 Kediri) sifat klien cenderung mirip anak
perempuan, agak kemayu, Tidak  menunjukkan gejala-gejala ‘yang
mengarah pada tindakan Pomo, namun siapa_sangka ternyata klien
mampu melakukan perbuatan tersebut.

Pihak sekolah ( Kepula sekolih ) sampailifmas ini dibuat belum
mengeluarkan tindakan/putusan terhadap kelangsungan sekolah klien
dengan pertimbangan belum ada dasar hukum dari pihak-pihak
terkait misalnya surat penahanan dag; Kejaksaan atau Pengadilan)

2. Diluar sekolah
a. Keluarga ) :
Keluarga klien tergolong keluarga sederhuna, ayah buruh
pabrik Gudang Garam dan ibu tirinya seorang penjahit
pakaian. Ayah klien tipe orang yang gampang emosi dan
kurang perhatian terhadap anak (dalam menangani masalah
cenderung ceroboh) | sementara ibu tirinya cukup sayang
dan perhatian terhadap klien, ey |
N
b. Lingkungan Masyarakat
Lingkungan masyarakat yang diteinpati klien ketika ikut
neneknya (Th.2004) adalah lingkungan yang kurang sehat -
bagi perkembangan jiwa, dimana anak / pemudanya banyak
yang pengangguran dan pola hidupnya kurang bertanggung
Jawab. Hal tersebut agaknya mendorong klien untuk berbuat
- atau melakukan perbuatan yang  seharusnya dilarang,
misalnya dengan teman yang usiannya diatas klien pernah
beberapa kali menonton VCD porno. '
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V. PANDANGAN MASA DEPAN.
Klien ingin melanjutkan sekolah hingga kejenjang yang lebih tinggi.
Vi. TANGGAPAN KLIEN TERHADAP MASALAH YANG DIALAMI

Menurut klien setelah ia melakukan perbuatan tersebut, ia biasa-biasa saja tanpa
menimbulkan pengaruh/dampak apa-apa dikarenakan ia melakukan perbuatan cabul tsb
tanpa suatu motivasi (hanya ingin meniru spt pada majalah porno tsb) . )

VII. KEADAAN KELUARGA.

A. Riwayat perkawinan :

Orang twa klien menikah di Kediri tgl.1 Aprii 2004 atas dasar saling mencintai dan
pernikahan tersebut bagi mercka adalah pernikahan ke 2. Hasil pernikahan tersebut

dikaruniai dua orang anak dengan susunan keluarga sebagai berikut

VIIL

No NAMA L/P. | UMUR STATUS KETERANGAN,
1. | SUHARTO. L | 350 Kawin, s
2. | SITI YULAIKAH. P, 33 th Kawin. Ibu tiri

3. | PRASETYO RUSi-{ARDI. L. 11 th Belum Kawin | Klien =
4. | ERWIN SAFARUDIN., L 5th Relum Kflwin Adik klicn :

B. Relasi sosial dalam kélunrga:
- Menurut pengakuan klien : hubungan sosial antara klien dan orang tua dahulu kurang
begitu baik.( kurang harmonis ) namun setelah masalah ini terjadi hubungan antara
klien dan orang tua nampaknya menjadi cukup baik.

C, Relasi keluarga dengan masyarakat

Relasi sosial antara keluarga klien dengan masyarakat sebelum masalah terjadi bzik-
baik saja namun setelah terjadi masalal tsb, respon masyarakat thd keluarga kiien
cenderung acuh tak acuh .

o). Keadaan sosial ckonomi keluarga :

Keadaan sosial ekonomi orang tua klien tcrmasuk kategori ekonomi lemah,
penghasilan yang diperoleh selama ini didapat dari buruh pabrik rokok GG dan
ongkos jahit pakaian yang tidak menentu.

E. Keadaan rumah :

Rumah yang ditempati keluarga klien masih menumpang di mertua,bangunan semi
permanen, tidak luas , keadaan sederhana,terdapat sarana listrik, sunur .
Lokasi di dalam kampung . :

KEADAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT :

Kehidupan sosial masyarakat sekitar merupakan masyarakat tmgknt menengnh
dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja disektor swasta, pegawai negeri dan
schagian kecil buruh-buruh . Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, cukup aktif
menjalankan ibadah terbukti adanya TPA , masjid dan sarana sekolah .
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IX.

Keadaan lingkungan perkampungan, wilayah keiurahan Campurejo Kota Kediri: - .
TANGGAPAN KELUARGA I\ORBAN,MASYARAKAT DAN PAMONG DESA :

A. Pihak kduarg_

Keluarga klien sangat prihatin dan menyadari bahwa peristiwa ini merupakan
kesalahannya dalam mendidik dan membimbing anak. Orang tua masih sanggup
untuk mendidik dan mengawas1 klien perkembangan anaknya. Keluarga
menyadari bahwa peristiwa ini adalah suatu cobaan dari Tuhan YME yang bisa
diambil hikmahnya. Keluarga berharap agar anaknya tetap bisa : melanjutkan
sekolah dan berkumpul dengan keluarga .

. Pihak korban :

Keluarga korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak-yang
berwajib agar mendapatkan keadilan dan sanksi tetap diberikan terhadap klien atas
perk 1atar yang tidak bertanggung jawab tersebut. ;

. Pihak Masyarakat dan Pemerintah Desa setempalt :

Masyarakat dar Pemerintah setempat sempat menyayangkan peristiwa ini harus
terjadi didaerahnya, untuk menghindari peristiwa ini terulang lagi diharaokan
kepada semua orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan, terhadup anak-
anaknya.Kepala Kelurahan dan perangkatnya sempat menyayangkan juga
mengapa masalah tsb harus sampai ke Kepolisian seharusnya antar keluarga yang
bermasalah tsb mencari jalan keluar dengan cara bermusyawarah.

X. KESIMPULAN DAN SARAN:

A.

KESIMPULAN :

Berdasarkan data yang petugas kumpulkan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut : -

I. Klien dapat diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencabu[an dengan
seorang anak (SINDY ADI MELINDASARIL, 5 Th) sesuai dalam pasal 290
ke 2 KUHP.

(3

Faktor dominan yang menyebabkan perbuatan cabul ini te: r,adl karena;
a. Faktor pribadi .
Ketika klien akan menghadapi masa puber tidak ada yang
mengarahkan + dan mendukungnya dengan pengetahuan dan
pendidikan agama sehingga fatal bagi perkembangan jiwa klien,

b. Faktor Keluarga

Keluarga dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan pengasuhan
sehingga kurang memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap
klien .

c. Faktoi Lingkungan
Pergaulan klien selama ini berteman dengan anak yang usiannya
ichih dewasa , sehingga ketika terdapat sesuvatu yang semestinya
belum boieh dikonsumsi oleh anak-anak ( nonton VCD / majaiah:
porno) klien bisa memperoichnya tanpa ada yang memberikan
pengarahan dan bimbingan .

3. Pada saat dilaporkan ke Poiresta Kediri tanggal 6 Maret 2005, klien baru
berumur 10 tahun 7. bulan 9 hari serta belum menikah schingga
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berdasarkan pasal | ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Rl Nomor 3 Tahun
1997, klien dapat diajukan dalam sidang Pengadilan Anak . '

4. Meskipun dapat digolongkan sebagai anak nakal, namun klien merupakan
generasi muda yang dimasa depan sangat dibutuhkan tenaga dan fikiran
oleh karenanya klien masih sangat membutuhkan bimbingan dan
pengawasan dari semua pihak untuk menyelamatkan potensi yang ada pada
dirinya. :

5. Keluarga masih sanggup untuk mengasuh,mendidik dan ‘mengawasi demi
masa depan klien begitu juga pihak pemerintah setempat siap membantu
membina kearah yang lcbih baik .

SARAN-SARAN :

Dengan tidak mengurangi wewenang Yang Terhormat Hakim dalam memutuskan
perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU.Mo.3 Tahun 1997 dan
memperhatikan Pasal 22 UU. No.3 Th.1997 ada 2 alternatif sanksi yang dapat
dijatuhkan yakni berupa Pidana / Tindakan. Atas kesimpulan tersebut diatas
maka demi pembinaan dan perkembangan klien selanjutnya dari kedua alternatif
yang dapat dijatuhkan terhadap kasus klien,

Pefugas menyampaikan saran/pendapat sebagai berikit :

1. Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang R.I Nomor 3
Th.1997 dalam memutuskan perkara anak séyogyanya diberikan/dijatuhkan
Tindakan berupa Mengembalikan kepada orang tua,wali atau orang tua
asuh, dengan pertimbangan :

a. Klien masih Sangatlah muda ( 10 Th, 7 bln, 9 hr ) yang masa
depannya masih sangatiah panjang dan masih bisa diarahkan
serta klien masih ingin rielanjutkan sekolah . .

b. Klien masih diberikan kesempatan berkumpul dengan
keluargaatau lingkungan masyarakat dan dalam Jjangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh Halkim, klien tetap dibawah
pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan
BAPAS Kediri .

2. Namun apabila alternatif tersebut tidak memungkinkan karena pertimbangan
lain, seyogyanya klien dapat dijatuhi Tindakan berupa Menyerahkan képada
‘Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak
dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (sesuai dengan pasal 24 ayat-

I butir ¢ Undang-Undang R.I No.3 Th.1997 dengan pertimbangan scbagai
berikut :

a Klien dapat menambah pengetahuan di bidany ketrampilan
untuk bekal di masa depan . N

b.  Secara pshycologis hal tersebut lebih baik bagi
perkembangan pribadi klien daripada diserahkan kepada
negara sebagai Anak Negara, g
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j XL. PENUT UPp.

[ Demikian laporan Penelitian Kemasyarakatan ( litmas ) ini petugas susun dengan
l h'arapan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta memperoleh gambaran yang tepat bagi
Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adiinya bagi klien, terutama mewujudkan
peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak . .

KEDIRI, 7 Juni 2005
MENGETAHUI

APAS KEDIRI, & PEMBIMBING EMASYARAKATAN,

9, BelP SH JULIES TRIEKSI,SH.
NIP. 040049880.

040030879



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

CSL
PENCATATAN SIPIL

------------------------

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN
o 2136/11D/ 1994,
" Dari daftar --------UmumCatatanSmﬂ—-- tentang kelahiran
..menurut Stbld 1920N°'751YO'S'1927N°'564 dlKotamadyaKedlrl
ternyad ket MR T R B R e
pada tanggal —=,Duad puluh enam Juli hari : SELASA LEGI =ww=—-

................................

seribu sembilan ratus Se@0ilanpuluh empat.Jap: 02:,00 WIB telah lahir:

---------------------------------------------------------

seorang anak jenis laki-laki oleh”: SRI RUSTIANI, pekerjaan
Swasta, isteri dari : SUHARTO, Karyawan PT, Gudang Garam, -

_ tempat tinggal di Kediri, kepada anak itu telah diberikan -

nama-nama kecil : - -

===——+=m=eeeeceee : PRASETYO RUSHARDI : ——— e

( Anak ke : Satu )

Kuiipéh ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
Kedirl tanggal ... Delapan - Agustus

-----------------------------------------

;
T
c i B Tl P "
i L 7 ey )
vo osapnoffany g e~
o &3 -‘l\\'} -Jir’s" g
e e |

RIDARYANTO, SH.
. En1WNIP;010 108 B87.
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PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI CAMPUREJO II No. 33

KECAMATAN MOJOROTO
Jin. Dr. Saharjo No. 31 Kediri ® 772199 Kode Pos 64116

——

T T T VT O e T T N T T TP L U T T YT STy N e, adeae L

A TR R T TS

SURAT KETERANGAN
Nomor :, 422/06/419.42.33/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Paulus Suroto, S.Pd
NIP : 130406 808
Pangkat/Gol : Pembina, ['Va
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN Campurejo 11

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

Nama . Prasetyo Rushadi
Tempat, Tgl. Lahiv  : Kediri, 26 — 7 -- 1994
Jenis Kelamin . Laki-laki

No. Induk 1 1702

Kelas : IV (empat)

Nama Orang Tua : Suharto

Masih tercatat sebagai siswa/murid SDN Campurejo 11
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat harap menjadikan
periksa bagi yang berkepentingan.
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. DEPARTEMEN RI 3 )
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN . Jakerta, g Maret 1998
= Jl. Veteran No. 11
Jakarta
& Kepada
No ° :E.PX.04,10 - 23 Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
1 (satw) berkas. : Dep. Kehakiman

Perihal : Keputusan Menteri Kehakiman R1 di

No. M.01-PK.04.10 Th 1998, dan Seluruh Indonesia.

Usul Pengangkatan PK. uF

Bersoma ini disampaikan dengan hormat Kepufusan Menteri Kehakiman RI No.
M.01-PK.04.10 Th 1998, tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarst bagi Pembimbing
Kems;sym-aknm untuk mendapatkan perhatisn dan pelaksanaannya.

Selanjutnya sehubungan dengen Keputusan Menteri Kehaldpm;RI tersebut diatas,
o Jiminta kesediaan Saudara sebagai berikut : .

1 Men:q,inwsikan kepada Kaéala BAPAS agar segera mengusulkan para petugas
BAPAS (baik pejabat struktural maupun bukan pejabat struktural), yang telah memenuhi
‘gyarat sebmmm dalam pasal Mw_(g) Keputusan
Menteri Kehakiman RI tersebut diatas, yang gelama ini telah bertugas sebagai
Pombimbing Kemasyarakatan (PK), .untuk disngkat sebagai Pembimbing
K.emasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RINo. M.01 -PK.04.10 Th

1998. ?

2 Bilamana wilayah kerja BAPAS terlampau luas (pada umumnya BAPAS di luar Jawa),
sehingga tidak terjangksu oleh petugas BAPAS seternpat, maka diminta agar Seudara
memerintahkan KALAPAS/KARUTAN/KACAB RUTAN yang lokasinya sulit
dijangkau oleh BAPAS, untuk mengusulkan 1 (satu) orang petugas LAPAS
/RUTAN/CAB RUTAN tersebut yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi
Pembimbing Kemasyarakatan, yang nantinya berfimgsi melaksanakan tugas BAPAS

. yang berada di dalam wilayah hukum LAPAS/RUTAN/CAB RUTAN.

Adapun prosedur pengusulan pengangka!an.Pemﬁimbing Karnésyaraka&an tersebut sebagai

berikut : '

a Usul dibuat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis BAPAS ditujukan kepada Bapak
Menteri Kehakiman RI cq Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor
Wilaysh Dep. Kehakiman. ' -

b, Usulan oleh KALAPAS/KARUTAN/KACAB RUTAN disampaiken kepada Kepala
BAPAS untuk diteruskan kepada Bapak Monteri Kehakiman RI ¢q Diraktﬁr Jenderal
Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman.

c. Bilamana usulan dari Kepala Unit Peleksana Teknis Pemasyarakatan telah diterima
oleh Kepala Kanrtor Wilayah dan teloh disetujui, agar segera disampaiken kepada
Bapak Menteri Kehakiman RI, cq Direktur Jenderal Pemasyarakatan. !
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.d. Usulan tersebut diatas agar disusun dalam formulir seperti contoh terlampir, dengan
dilampiri | :
1. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir.
2..Folo Copy DP 3 tahun terakhir.

3. Pas Photo berwarna, ukuran 2cm x 3cm, sebanyak 2 (dua) le.mbaf.'-diba]ilmya ditulis
Nama dan Nip yang b'eraangkutﬁn, pas photo berlatar belakang warna merah. '
i Perlu kiranya disampaikan, bahwa dalam mengusulkan pengangkatan Pembimbing
Kemasyarakatan tersebut egar para Kepala Unit. Pelaksana Teknis selain memperhatikan
syarat-syarat yang tertera dalam Keputusan Menteri Kehnkiman RI tersebut, diminta juga
agar benar-benar mempertimbangkan hal-hal seb;igai berikut : / :
1. Petugas yang diusulkan memiliki karakter dan performance (citra) yang baik (tidak
tercela). 3

2. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang diusulkan oleh Kepala BAPAS disesuaikan

dengan kebutuhan tugas-tugas BAPAS yang harus diselesaikan (volume tugas), jangan
sampai berlebihan. - v

Yang diusulkan adalah benar-benar petugas yang mampu melaksanakan tugas-tugas
- pembimbingan, menyusun Litmas dnn tugas-tugas BAPAS yang lain.

Demikian untuk menjadi perhutian dan atas pelaksanaannya dalam waktu segera,
kami sampaikan banyak terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PEMAS

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bp. Menteri Kehakiman RI
di Jakarta (sebagai laporan).
2. Yth. Ibu. Sekretaris Jenderal Dep, Kehakiman RI
di Jakarta :
3. Yth. Sdr. Kepala Balai Pemasyarakatan
“ di  Seluruh Indonesia.
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Menimbang

Mengingat

MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.01-PK.04.10 TAHUN 1998
TENTANG

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT

BAGI PEME]MBING KEMASYARAKATAN

MENTERI KEHAKIMAM REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Re-
publik Indonesia tentang Tugas, Kewajiban, dan Sya-

rat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan;

Undang-undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyara;
katan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77,
Tambahan L?hbaran Negara Nomor 3614);
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peng-—
adilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

Keputusan'Presiden Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Pre-
siden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.G2-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisa-
si dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan
dan Pengentasan Anak yang telah diubah dengan
Keputusan Menteri Kehakiman Republik' Indonesia
Nomor M.07-PR.07.03 Tahun 1997;
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Menetapkan

5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organi-
sasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Repu-
51ik Indonesia;

. MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN - MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TUGAS, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT BAGI
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

Pasal 1
Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasya-
rakatan pada Dalai Pemasyarakatan. A
Pasal 2
(1) Pembimbing Kemasyarakatan bertugas
a. melakukan penelitian kemasyarakatan untuk

1) membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan
Hakim dalam perkara Anak Nakal;

2) wenentukan program pembxnaan Narapidana di
LAPAS dan Anak Didik Pemasyarakatan di
LAPAS Anak; :

3) menentukan program perawatan tahanan di
RUTAN ; ' : ‘

4) menentukan program bxmbxngan dan atau
bimbingan - tambahan bagi Klien
Pemﬁsyarakatan:

VY b. melaksanakan bimbingan kemi;yarakatan dan
bimbingan kerja b351 Klien Pemasyarakatan;

(o memberikan pelayanan terhadap instansi lain
dan masyaraknt yang meminta data atau hasil
penelitian kemasyarakatan Klien tertentu;

d. mengkoord1nas;kan pekerJn sosial dan pekerja
sukareia yang melaksanakan tugas pembimbing-
an; dan :

e. melaksanakan pengawasan terhadap terpidana
anak yang dijatuhi'pidana_pengawasan, Anak
Didik Pemasyarakétan yang diserahkan kepada
orang tud wali atau orang tua asuh dan orang
tua, wali dan orangtua asuh yang diberi tugas
pembimbingan.
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(i) Pembimbhing Kemasyarakatan berkewajiban

a. menyusun laporan atas hasil penelitian kema
syarakatan yang telah dilakukannya;

b. mengikufi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
guna memberikan data, saran dan pertimbangan
atas hasil penelitian dan pengamatan yang
telah dilakukannya; . .

c. mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa
perkara Anak Nakal guna memberikaﬁ penjelas-
an saran dan pertimbangan kepada hakim me-
nganai segala sesuatu yang berkaitan dengan
Anuak Nakal yang sedang diperiksa di penga-
dilan berdasarkan hasil penelitian kemasya-

rakatinn yang telah dilakukannya;

d. melaporkan setiap pelaksanaan ;tugas kepada

 Kepala BAPAS. y

pasal 3
Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung‘jawab atas
pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kepala
BAPAS . '

Pasal 4
syarat-syarat untuk dapat diangknt menjadi Pembim~
bing Kemasyarakatan adalah :
a. pegadﬁi Negeri Sipil yang berpendidikan seren-
*  dah-rendahnya lulusan: : .

1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja
Sosialj; e .

2) -Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya.

. telah berpengalaman kerja sebagai pembantu

Pembinmbing Kemasyarakatan bagi lulusan:

1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja
Sogial berpengalaman gekurang-kurangnya 1
(satu) tahun; y

2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya
berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tign)_
tahun;

c. sehat jasmani dan rohaniy’
d. péngkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Go-

longan/Rhang 11/8) ,
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e. telah mengikuti Pelatihan Teknis Pembimbing
Kemasyarakatan; i

f. mempunyai minat, perhatian dan dedikasi di bi-
dang kesejahteraan sosial; dan

B. 'semua unsur penilaian dalam DP3.berni1ai baik
dan tidak sedang menjalani_hukuman disiplin.

Pasal §

(1) Pembimbing Kemasyarakatan diangkat ‘dan diber-
hentikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indo-
nesia. :

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Pembimbing Ke=
masyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pema-
syarakatan atas nama Menteri Kehakiman Republik
Indonesia.

.

/

Pasal 6 \/
Pengangkatan dan pemberhentian Peﬁbimbing Kemasyar-
akatan dilakukan atas usul Kepala BAPAS melalui Ke-
pala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.

Pasal 7

(1) Pembimbing Kemasyarakatan diberhentikan dengan
hormat karena :

a. mencapai usia pensiun;

b. permintaan sendiri;

c. keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwa-
nya tidak lagi mampu menjalankan tugasnya
setelah dinyatakan- oleh Tim Pemeriksa Kese-
hatan yang berwenang;

d. tidak mampu menjalankan tugasnya dengan

'~ baik; '

e. meninggal .dunia.

(2) Pembimbing Kemasyarakatan diberhentikan dengan
tidak hormat karena
a. meiakukan perbuatan tercela;

b. melakukan pelanggaran tefhadap tugas dan ke-
wajiban;

v
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c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan
s bl
hukuman paling rendah 2 (dua) tahun dan te-
lah berkekuatan hukum tetap.

£

Pasal 8
Pemberhentian Pemﬁimbing Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan menurut tata
cara pemberhentian Pengai Negeri Sipil sesuai de-

ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Keputusan Menteri ini mulai berlaku‘séjak tanggal
ditetapkan. ]

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggai : 3 Pebpuari 1998

KIMAN REPUBLIK INDONESIA,

0JO OESMAN, S.H.
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1.Kolom 1

2 Kolom 2
3. Kolom 3

4, Kolom 4~
'S, Kolom S

6. Kolom 6

: 7. Kolom 7
~ 8.Kolom 8

Daﬂar Uslan Pengangkatan PK

_ - Dmebuﬁtan pengnlaman dan najdfhpm ditugaskan.

; Pznm_puk Pcngxsnan

Cukup Jelas 3
Cukup Jolu. i

- Dnm sesum dengan keperlusn lmtuk ks_plasnn.
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DIREKTORAT JENDEWAL BINA TUNA WARGA

DEFARTEHEN  KEHAKIMAN (S\

0 Ty e S S £ s €04 APV SO, 5 S+ B4 3 e 0 R e L L ——

Hal : Tugas - tugas Jakarta, 13 Juni 1977,
Balai Bispa .

s 5 S 8 -

SUIAT EDAKAI,

B o 04— -

No. : DDP.2.1/1/3.

Menunjuk surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga,
tertanggal 10 - 7 - 1968 homor: X.P.6.6/8/1,suatu rang-
kaian tugas Balai Bispa yang diuthrakan dalam suatu surat
perihal ”Fembukaan.Kﬁntor’ﬂispa“, pada saat ini ternyata
ada ketentuan-2 yang tidak sesual lagi, serta memandang
rerlu tugas~tugas tersebut dituangkan dalam suatu keten-

taun mengenai tugas-tuzas Balai Bispa.

TUCAS-TUGAS BALAL BISPA.

Tugas-tugas Balai Bis spa meliputi :

L. Menvslengraraks 11.1,.11@.:&9.;;.1:_.1.@.:.1._ie.mmar.aJ&ﬁaa :

1+ Untuk bahan pertimbangan Hakix q dalam rangka peme-

riksaan peradildn pidlna naupun perdata.Penelltian
ini berupa pcuﬁlitian soszal penelltian kasus, pe-
nelitian keadnan dan lain-lain. slfatnya mencari

latar belakang sikap klien.

o

fendelasan @ Pekerjaan ini dibuat oleh Pembimbing
Kemasyarakatan atas permintaan atau

Qﬁmberitahugn Kejaksaan dan atau Peng-

adilan. - . -

2+ Penelitian Kemasyarakatan bagi 'Tuna Warga dewasa

s S e — i i

maupun anak yang sedang dibina‘gigiig@“Lembava Pe-
masyarakatan. Penelitian ini diperlukan oleh Kepala
hpmbaga Pemasyarakatan guna memperlengkapi data Tu-
fa Warga dalam rangka Pembinaan, Sifatnya mencari

pendekatan dan keatak antara Tuaa Warga yang. sees o=
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‘bersangkutan dengan masyarakat.
Penjelasan : Peneliltian ini dilakukan atas permintaan Ke -

pala Lembaga Pemasyarakatan, Jika ada Tuna -

Yarga yang mempunyai kelainan sikap yang di
duga bersumber gari masyarakat luar. Maka Ra.

lai Bispa mengadakan Penelitian Kemasyarakat~

an terhadap masyarakat yang diperkirakasn ada

hubungannya,

Tujuan penelitian bermaitsud untuk mencari da-

ta yang menyébabkan Tuna Warga tadi mempunyai

- y kelainan siap. Dengan data tadi Kepala Lem-

baga Pemasyarakatan berusaha-menormalisasi Si-

kap Tuna Ylarga yang bersangkutan.

3+ Bahan pertimbangpn bagi Kepala Lembaga Pemasyaralatan
dalam rangka proses asimilagi dan integrasi, Sifatnya
untuk melihat kemungkinan dapat tidaknya Tuna Warga men-
Jalani proses aslmilasi dan integrasi.'.Penelitian itu
beruba data dari keluurganya, masyarhkat, termasuk si-
korban atau bekas masuhnya ‘dan fihak-fihak lain yang

ada hubungannya.

Eenielasan + Yang We asimilasi, antara lain : Se-
kolah, b. melakukan ibadah dan kegi-
atan-2 lain gi; ‘~mbaga, serta cuti ku-

rang dari satu bulan, sedang tempat ting -

galnya ras. didalam Lembaga,

Yang te- C 20 TTasl, | “pwe ki e -
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Sekolah atau bheliaria dan kegiatan lain 4ai
luar Lembaga, Bebas bersyarat bagi anak ne-
gara dan Narapidana, Pembinacn menjelang

¥
lepas mutlak ( Prerelease freatment ), de-

Tede
ngan bertempat tinggal Fiidalam Lembaga, 7

oA

Yoo vempersiapkan Pengasuhan dan pengangkatan - anaic pada

keluarga Swastr.

) & 8 's;lr;a.z_"e__lqniu;;‘a;&a-ag.x.amf.m&ehn_szg gan fihak lain :

1+ Dengan Pengadilan dalam rangka menentukan putusan

Haokim.
2« Dengan D.P.P, didelam Lembaga Pemasyarakatan untuk:
2. lenormalisasi sikﬁp vrivadi Tuna Warga.
i Kenentux"* dapat tidaknya seseorang Tﬁna Warga .
( dewasa dan anak ) menjalani proses asimilasi

dan integrasi,

O

« Dapuat tid-knya Tuna Vigrgo. Anak ditempatlzan dalam
pengasuhan atau diangkat anak oleh keluarga atau -

perkumpulan Swasta,

111, Menvele eagzazakan Pembinaan Tuna Warga Luar Lembe baga
'e Rasar Pembinaan :

3 Pembinsan didasarkan kepacda sikap dan kelalian
klien, sesuai dengan hasil penelitian kemasya-
rakatan yang perﬁah dibuat,

Jika kesimpulan yﬁng diperoleh darl penelitian
itu tidak sesuai, mala pembinaan didasarkan
kepada sikap dan kelakuan sesuai dengan kenya-

taannya. % BIBETY
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2+ Teknilk Pembinaan :

Pembinaan dapaf diselenggarakan dengan
menggunakan beberapa macam teknik, sesuai
dengzen képentingannya :

as Hemanggil klien untuk datang ke Balai

Bispa. Disini klien diberi nasehat dan

kegiatan sesuai dengan kemampuannya. f‘/uw&n;/l

Jika perlu dipanggil juga orang-2 yang
mempunyn~i sangkut paut dengan pembinaan
klien tersebut. '3'34“4“ £

b. Pembimbing Kemasyarakatan ;eﬁéunjungi
klien ditempat tinggalnya atau  tempat
bekerjaﬁya. Disini Pegbiﬂbing Kemasyara-
katan memperhatikan keadaan rumah tang-
ganya, kehidupannya dan lain-lain.

Pari perhatian ini diperoleh bahan un-
tuk menyempurnakan pembilnaan.

Co Méqgadakan komunikasi dengan klien mni-
salnya menyurati,bmepelpon,'menulis 5C=
suatu dalam majaloh untuk klien, lkirim
salam melalyl seseorang dan sebagainy:.

d. HMenyuruh klién melakukan sesuatu, misnl-
nya menyurul klien menengok temannya
yang sakit, menyuruh klien mengikuti
kerja Bakti dikampungnya dan sebagalnya.

es Menpajak klien berekreasi, se o
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3 Qpnﬁuk Pembinaan :
Pembinann perseorangan dan pembinaan kelompoke.
4, Ujud Pembinaap :

a. Pendidikan Jasmani.
b. Pendicikan Rokhani :
- Ilmu pengetzhuan. = . . ol f e
- Kecerdasan. .
- 2udi pekerti / moral Pancasila.
- Keagamaane. '

- D2n lain-lzin kerokhanian.
5. Keyaliban Membiog *

Fihak-fihak yang_memagang peranan dalam pembi-
naan.4i Juar Lembaga adalah ¢

1. Pewbimbing Kemasynrakatan.

2. Keluarganya dan oy
3. Meayarakat. P AR
Jika tigo fihak itu bermufzkat bahwg pembim -
biné komasyarakatan tidak perlu menyelenggara=
lkan pembinaan terhadap klién; maka pembinaan
cukup diselenggarnkan oleh fihak-fihak yang me=- -
nyanggupi. Disini pembimbing kemasyﬁrakatan ha=-

nya mengawasinya.

IV. Bantuan Magvarakat :

1. Uiudnya Bantusn ¢
Didalan masyérakat banyak terhadap bantuan yang ber - d-ﬁi

guna bagli pelaksanaan tugas Balai Bispa, antara lain:
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Informesi-iniorxa

34,
b). Saran-z, Aagehiat.z, ide«2, pemikiran-2,
c). Pagilitgs-o ( berobat gratvis, sekolah

fratis

aan

Lain—lain.

n

alaj Bispa terusahn Henperoleh vastuan mnasyvairaicat
teresebut yang ada atay yanr Y

erah kerjanyu.

)

Ciigucaan

Semua vantuan tersepus digunakan Seépenyhnya
ke;ontingag Pembingan klien

Pejabat stasaniya dan Jika periy
r
dlbellbuhukan o nada instansi

atan yang berkenen-
Serta didcfr_u-‘ﬂen+

o

\
Zilan

“

Direktyr Jendpral Bina Tuna
s

e
) ,f/ ({

"":J' ~

farga,

5

i
’
i

Y 3Us

( IBy

M0, Sit )

=5

‘;é Luwhp

)

)
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DIREKTORAT JINDuRAl BINA TUNA WARGA
( DEPARD i i KEHAXIHAN 3,1,) Jakarta, 28 Juni 1977,
TILP.48121 s/d 45125
JALAN VITERAK 30,11
Alanat Kawat; DIDJRL sLacd

Nomer
. Lamnni ran
Perihal

2.

2 LDBLU/5/22/77,

t Penjelusen Tugus-2 Balai Tiwna
engena i pembuatan Penelitisn
iesagyarakatan dalam rangky pe-
ueriksasn pade engadilan weeri,

& UsRrR A 9 LU RA Y AN
. Tentaag,
PLUJELASAN TUGAS - YUCAS 44'Al BISPA MENGENAT
VEALCUALAR FoNLITTAN LAASYSRAATAN DALAM RANG.
L4 CLUERIKGAAN “hoh i sKGADTLLK HAGERL, .

Jina via osaur atan iz, sang disangka melakukan perbuaten pidana atau pe=-
langgavan, uaky Jutsa meiberitahuian kepada Falai Eispa agar necbuat Peneli-
tian | emzsysrakatan {Belenjutaya disdngkat 1itmay) terhadap orang ctau anask
tadi.

Apabila mamalah yeug dinjukan ke Pengadilan itu masalah sebagel disebut dalam

pascl-pasal 234 dan 234a.FIR, diwvuna tidek nda Jekee sebagni penuntuinya (da- _

rat juga adan Jekeu), meke Haicimlal yeng akan neinberitalivkannyz,

Atas peaberitahusn. ;i Poubimbing Kemas,arakaten (sclanjutnys i singkat P.K.)

mengadalan liimag Lerupa ;

8+ Penelitian sospial t yaitu penelitiun weugenal riwayat hidup klien sejak
lahir sauapai mwelakusan wejahaten aten pelanggaran, _

b. Penelitian kasus ; penelitian mwengenai begeimana éa.raru'a ia nelakuwian ke-
Jaimtan ata u pelanggaran,
Apa ia meluku.can seudiri ateu dengan kawan, Kelau dengan kawan apekah ia
Poiaku utaua atay peleku pembautu, Kelea ia pelaku peuwbaniu gpa ia pemban-
tu akiif ateu pasir, gerbuatmnya itu direncenaken atau tidak, dan sebagai-
nya.

€. Penolitian keadaan 4 penelitian vengenai supty Keadsan yaog icendorong, me-
nungsziukan, meel-se, oranz/anal iy inelakukan ke;jahaﬁau atau pelanggaran,

Us Penelition lain-ipin omnigkin Lasih pda faktor-fakior lain kecuaii raktor
Yang diuviarzizen dintan Yang periu diteliti selagal uasur pen buatan Jjahat
atau pelan;garan,
Dari pcuelitian—punolitim: tercevut p.x, nembnat kesimpulan Jlengenai latar
helakang kelakuau dan oikap orang cteu anak tadl, dan nembuat rencana pem-
binaannya,

30 Haeil sesssreraapas

ol
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X

5« Hasil 1itmas diserahikan kepada Kejaksaan atau Pengadilan yang memberitahu taddi.

4

Pada saat diadakan pemerikpaan,hakim memberitahuka dan minta supaya P.K. ikut
menghadiri eidang.

Jika perlu dalem aidang itu hakim iinta renjelasan kepada P.K. sekitar ha sil
litmas yang dibuatnya. P.K. dapat juga men;ajukan saran kepada nakis,putusan apa
sebaiknya dijatuhken, jiica hakim minta.( Haxim tidak terikat akau saran ini )e

Jike Hakim menjatuhkan Imtusan Probation(Pidana jersyarat atau tanpa pidana
bereyetaid), maka hasil lituas itu dikirim kepada Talal Bispa dimana didalam daerak

nya akan tinggal si klien,oleh Penyusuh ;itmaa,aobagai ‘vahan penbinaan terhadap
klien terscbut.

Apabila ilakim wenjatulkan hukucan penjara, make hasil litwas itou dikirim kepada
Leabaga Pemasyarakatan dimana orang atau auak itu ditempatkan,

KEPALA DIREKTORAT BISPA

C J‘\ P ttd.

( DRS, HASAN UTOYO g1, ).
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! i " DEPARTEMEN KEHAKIMAN -
BALAT BIMBINGAN KEMASTARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK ( BISPA ) KEDIRI
JL. PENANGGUNGAN NO. 19 TLP. +61260.
KEDIRI -

~

TUGAS - TUGAS BALAL BISPA

 cupLIKAN tgl, 13 Juni 1977, No.:
: Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan, tgl. 13 Juni -
DDP.2.1 / 1 / 3, tentang : Tugas - tugas Balai Bispa.-

T. Tugas-tugas Balai Bispa wmeliputi : .
1, Menyelenggarskan penelitian kemasyarakatan : ! .
a., Untuk bahan pertimbangan Hakim dalam rangka pemeriksaan peradilan pidana -
maupun perdata, penelitian berupa penelitian sosial, kasus, keadaan dll. sil
fatnya mencari latar belakang sikap klien.

. b. Penelitian kemasyzrakatan bagi narapidana dewasa maupun anak yang sedatg di
bina di dalam Lembaga Pemasyarakatan, guna melengkapi data dalam rangks pem
binaan.

¢. Dahan pertimbangan bagi Kepala Leinbaga Pemasyarakatan dalam rangka proses —
apsimilasi dan integrasi. . :

2. Menyelanggarakan persidangan dengan pihak lain : ‘
a. Dengan Pengadilan dalam rangka penentuan putusan Hakim,
b, Dengan DPP di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk :
- menormalipasi sikap pribadi narapidana.
- menentukan dapat tidaknya seorang narapidana menjalani proses assitilasi-
dan integrasi . b g : T
~ dapat tidaknya narapidana anak ditempatkan dalam pengasuhan swasta.

3. Menyelenggarakan pembinaan narapidana luar lembaga @

* a. Dagar pembinaan : - 2 : ‘
Pembinaan didasarkan kepada sikap dan kelakuan klien sesuai dengan hasil pe-
nelitian kewasyarakatan sikap dan tingkah laku sesuai dengan kenyataainya.

b. Tehnik pembinaan i y
Memanggil klien, mengunjungi klien di tempat tinggalnya ( home viait ) me=
ngadakan komunikasi melalui surat, telepon dab; memberi tugas yang beriufat
kemagyarakatan. , “
¢. Bentuk pembinaan : v
Pembinaan perorangan dan pembinaan kelopok,
d. Wujud penbinaan :
Pembinaan jasmani, pembinaan rokhani ( ilmu pengetahuan/ skil non formil, ke
cerdasan, budi pekertdi/moral Pancasila, keagamaan dll. ), -
@. Pihak-pihak yang ikut dalam melaksanakah pengawasan dan penbinaan : K¢ 'cgam
an Hegeri, Balai Bispa ( Dep. Kehakiman ), Masyarakat/Pamong Desa, Keltitgay -
4. Bantuan manyarakat : 3
a. Wujud bantuan :
informasi, saran-saran, nasehat-nasehat, pemikiran/ ide, fasilitas-fasilitas
( berobat gratis, sekolah gratis dll, ),. : '
b, Balai Bispa berusaha mempercleh batuan masyarakat tsb. yang ada atau mimgkin
ada di daersh kerjanya. ‘ N
¢, Semua bantuan tersebut digunakan sepehuhnya untuk kepentingan pembinaan klien
5. Laporan dan dokumentasi : 4 : .
Segala psesuaiu yang dikerjakan oleh Baldi Bispa dalam tugasnya dilaporkan kepa -
da pejatot atasannya dan jika perlu diberitahukan kepada instansi yang' bertzepen=
tingan, scrta di dokumentasikan. ; o e
Macam-2 klien yang mondapat pengawasan/pembinaan di lvar lembaga al.:
a. Orang yeug diputus dengan hukuman perjanjian ( Voorwaardelijke Veroordeling).
b. Narapide yang mendapat pelepasan bersyarat ( Voorwardelijke Insvrijheidstel =
ling ) yaitu narapidana vang telah menjalani 2/3 dard hukumannya dan 1/3 tya-
dilani di luar lembaga pemasyarakatan dengan ditambah masa percobaan 1 tahun. &
¢. Narapidura dewasa maupun anak yang mendapat cuti menjelang lepasa mutlak (=
: PRT = Poe Releace Treatment ). "
.

Amak Negnrz yang mendapat pelepasan bersyarat ( Voorwaardelijke Ouslag ),

II. 1.

langgaran Aui:um kembali, mentaati peraturan yan y

: ditetapkanm nemenuhi panggl -
lan, melakeanakan tugas kemasyarakatan yang dib ikan kepadanya .-

Keddrd, ° N [
Kepala Zalei Bispa Kediri,

2, Syarat begi klien yeng menjalani masa putusan p{:ggbgan : tidak melakukan pe =

SN, '! £its T ———
E‘;@ | WL UPT SRRy

UNIVERSITAS JEMEF R
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